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Fase Baru di Hari Yang Fitrah

■ Baca  PEMKAB... Hal. 7

■ Baca  PEMPROV... Hal. 7

■ Baca  FASE BARU... Hal. 7 ■ Baca  KLASEMEN... Hal. 7

■ Baca  BANTU DANA...Hal. 7

Pemprov Sulteng Bantu Dana Rp13 Miliar 
untuk Pelaksanaan PSU di Parmout

SULTENG RAYA – Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah 

(Sulteng) menyiapkan dana hibah 
sebesar Rp13 miliar untuk pelaksanaan 

Pemungutan Suara Ulang (PSU) 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 

Kabupaten Parigi Moutong (Parmout). 
Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRD 

Sulteng, Muhammad Arus Abdul Karim 
pada kunjungan kerja ke Kabupaten 

Parmout, Senin (23/3/2025). Arus 
beserta rombongan diterima oleh Asisten 

Administrasi Umum Setda Parmout, 
Yusnaeni  di ruang rapat Bupati.

Kunjungan kerja tersebut 
dalam rangka melakukan 
monitoring terkait kesiapan 
Pemda Parmout menghada-
pi PSU Pilkada Parmout 

pasca putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) tanggal 16 
April 2025 mendatang.

Arus mengatakan, dana 
hibah dari Pemprov Sulteng 
tersebut untuk melengkapi 
dana yang disiapkan Par-
mout yang telah mengang-
garkan Rp8 miliar untuk 
pelaksnaan PSU.

Arus mengungkapkan se-
lain melihat kesiapan Pemda 
Parmout terkait PSU, pihak-
nya juga menggali informasi 
terkait dinamika politik 
yang terjadi pada Pilkada 
2024 yang menyebabkan 

terjadinya PSU di Kabupa-
ten Parmout.

Kepala Badan Pegelola 
Keuangan dan Aset Dae-
rah (BPKAD) yang juga 
Sekretaris Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) 
Kabupaten Parmout, Yusrin 
yang juga hadir pada perte-
muan tersebut mengatakan, 
dengan adanya bantuan 
dana hibah dari Pemprov 
Sulteng sebesar Rp13 mi-
liar tersebut secara praktis 
mengurangi beban Pemda 

KETUA DPRD SULTENG, Muhammad Arus Abdul Karim (kiri) melakukan pertemuan dengan Pemda Parmout, KPU, Bawaslu dan instansi vertikal terkait dalam monitoring kesiapan 
Pelaksanaan PSU di ruang rapat Bupati, Senin (23/3/2025). FOTO: BAGIAN PROKOPIM SETDA PARMOUT

Pemprov Sulteng 
Persiapkan Diri 

untuk HUT ke-61

SULTENG RAYA - Wakil Gubernur Sula-
wesi Tengah dr.Reny A.Lamadjido,Sp.PK,M.Kes 
memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Hari Ulang 
Tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Polibu 
Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Senin 
(24/3/2025), dan bertujuan untuk mengecek 
kesiapan panitia dalam menyambut HUT yang 
diperingati setiap tanggal 13 April.

WAGUB Reny Lamadjido memimpin Rapat Koordinasi 
Persiapan HUT ke-61 Provinsi Sulteng Tahun 2025 di 
Ruang Polibu, Senin (24/3/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Pemkab Upayakan 
Percepat Penanganan 
Listrik di Morowali

BUPATI Morowali Iksan Baharuddin Abdul Rauf. FOTO: 

ANTARA/DOKUMENTASI PEMDA MOROWALI

SULTENG RAYA - Pemerintah Kabupaten Mo-
rowali, Sulawesi Tengah, berupaya mempercepat 
penanganan masalah listrik di sejumlah wilayah 
di daerah ini.

"Kami telah berdiskusi mengenai penyebab per-
masalahan listrik di Kecamatan Bahodopi yang tak 
kunjung selesai. Dari pembahasan itu, terungkap 
bahwa salah satu penyebabnya adalah terlalu ban-
yak pihak yang menangani," kata Bupati Morowali 
Iksan Baharuddin Abdul Rauf di Morowali, Selasa.

Menindaklanjuti hal tersebut, kata dia, pemer-
intah daerah telah menyusun langkah-langkah 
konkret untuk mempercepat penyelesaian krisis 

BPBD Laporkan 875 KK
Terdampak Banjir di Morut

BANJIR merendam rumah warga di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara di Morowali, Selasa 
(25/3/2024). FOTO: ANTARA/BPBD SULTENG

SULTENG RAYA - Ba-
dan Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD) Sula-
wesi Tengah melaporkan 
875 kepala keluarga (KK) 
terdampak banjir di dua 
kecamatan di Kabupaten 
Morowali Utara. 

"Berdasarkan data se-
mentara ini, sebanyak 887 

KK atau 2.904 jiwa terdam-
pak banjir di Morowali 
Utara," kata Kepala Bidang 
Kedaruratan dan Logistik 
BPBD Sulteng, Andi Sem-
biring di Kota Palu, Selasa. 

Ia menjelaskan banjir me-
rendam empat desa di Ke-
camatan Petasia Timur dan 
dua desa di Petasia Barat 

sejak Senin (24/3) yang 
disebabkan intensi-
tas hujan yang tinggi 
mengakibatkan me-
luapnya sungai set-
empat dan meng-
genangi pemukiman 
warga.

SEBENTAR lagi kita 
Umat Islam di seluruh du-
nia akan memasuki fase 
baru dalam tingkatan ter-
tinggi keimanannya yaitu 
Ketaqwaan dan Kesyukuran 
kepada Allah SWT. Betapa 
tidak, Ibadah Puasa yang 
dikerjakan 30 hari selama 
bulan Ramadan ini, sejati-
nya telah membersihkan 
jiwa manusia, yang dengan 

itu seakan-akan dirinya 
terlahir kembali tanpa dosa 
sebagaimana seorang bayi. 
Al-Bukhari meriwayatkan 
hadis yang berbunyi, “Ba-
rangsiapa berpuasa Rama-
dan atas dasar iman dan 
mengharap pahala dari Al-
lah, maka dosanya yang 
telah lalu akan diampuni.” 

Dengan demikian, di hari 
yang Fitrah 1 Syawal nanti, 

umat Islam yang beriman 
kepada Allah SWT adalah 
mereka yang hati dan ji-
wanya telah bersih. Ibarat 
sebuah angka, bahwa bulan 
Ramadan ditempatkan pada 
bulan kesembilan, sehingga 
setelah angka sembilan, 
maka setiap angka akan 
kembali lagi ke angka Nol.

Memulai lagi dari awal, 
untuk mengisi hari-hari 
berikutnya selama 11 bulan 
untuk dipertemukan den-
gan Ramadan berikutnya. 
Maka keberuntungan akan 
menyertai mereka yang 

benar-benar menjaga ra-
madannya. Seolah-olah 11 
bulan berikutnya adalah 
tetap bulan ramadan, karena 
madrasah Ramadan telah 
masuk dalam jiwanya dan 
jiwanya adalah Ramadan 
itu sendiri.

Itulah yang dimaksudkan 
dalam Alquran surat Al-
Baqarah ayat 185, sebagai 
orang-orang yang beryu-
kur. “Allah menghendaki 
kemudahan bagimu, dan 
tidak menghendaki ke-

■■ Baca  Baca   BPBDBPBD... ... Hal. 7Hal. 7

SULTENG RAYA  - Klasemen Kualifik-
asi Piala Dunia 2026 mengalami peruba-

han setelah matchday kedelapan yang 
berlangsung hari ini, Selasa (25/3), 
termasuk duel Indonesia vs Bahrain. 

Berikut klasemen Kualifikasi Piala 
Dunia 2026.

Timnas Indonesia Bahrain da-
lam pertandingan di Stadion 
Utama Gelora Bung Karno. Gol 

tunggal tim Merah Putih dilesakkan 
Ole Romeny.

Serangan Indonesia 
pada menit ke-24 dia-

wali  penguasaan 
bola di lini belak-

ang. Bola kemu-
dian dikuasai 
T h o m  H a y e . 
G e l a n d a n g 
berjuluk The 
Professor itu 
kemudian me-
l e p a s k a n  s i 
kulit bulat ke 
arah Marselino 
Ferdinan.

Pemain jebo-
lan Persebaya 

S u r a b a y a  i t u 
kemudian menyo-

dorkan umpan ke Ole 
Romeny yang dengan 
dingin menuntaskan 
peluang.

Klasemen
Kualifikasi Piala Dunia
usai Indonesia

Gasak Bahrain

TIMNAS Indonesia mengalahkan Bahrain dalam laga Ku-
alifikasi Piala Dunia 2026, Selasa (25/3). FOTO: ANTARA FOTO/
MUHAMMAD ADIMAJA
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SULTENG RAYA - PT Waskita 
Karya (Persero) Tbk turut serta 
berkontribusi dalam perluasan area 
terbuka yang mengelilingi Ka’bah 
di Masjidil Haram di Makkah, Arab 
Saudi. Renovasi yang dikerjakan 
pada 2013 tersebut merupakan 
bagian dari proyek King Abdullah 
Makkah Extension (KAME).

Corporate Secretary Waskita Karya 
Ermy Puspa Yunita mengatakan, Per-
seroan menambah tingkatan lantai 
di Masjidil Haram, dari tiga menjadi 
sembilan. Waskita pun melakukan 
beberapa pekerjaan seperti desain 
atau mock up, mataf, serta fabrikasi 
besi.

“Pengerjaan mataf yaitu mem-
perluas area yang mengelilingi 
Ka’bah. Sebelumnya mataf hanya 
bisa menampung 48 ribu jemaah, 
tapi kini dapat menampung hingga 
105 ribu jemaah,” ujar Ermy diku-
tip dari keterangan resmi, Selasa 
(25/3/2025).

Proyek perluasan area ini secara 
keseluruhan bernilai 59 juta riyal 
Saudi atau sekitar Rp 259,9 miliar 
(kurs Rp 4.400). Peningkatan daya 
tampung mataf tersebut juga men-
dukung lebih banyak jemaah yang 
beribadah di sekeliling Ka’bah saat 
Ramadan seperti sekarang, khusus-
nya pada 10 malam terakhir.

“Sebagai perusahaan konstruksi 
yang berpengalaman lebih dari 64 
tahun membangun infrastruktur, 
Waskita merasa bangga dapat turut 
membangun mataf Masjidil Haram 
yang menjadi tujuan Muslim di du-

SULTENG RAYA - PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau 
BRI mengadakan Rapat Umum Pe-
megang Saham Tahunan (RUPST) di 
Jakarta, Senin (24/3/2025). 

Pada RUPST kali ini, BRI menyetujui 
untuk membagikan dividen sebesar 
besarnya Rp51,73 triliun, angka terse-
but meningkat dibandingkan dengan 
dividen yang dibayarkan pada tahun 
2024 sebesar Rp48,10 triliun. 

Di samping itu, BRI juga akan 
melakukan pembelian kembali (buy-
back) saham dengan jumlah sebe-
sar-besarnya Rp3 triliun.

Pada RUPST BRI 2025 kali ini 
terdapat 10 mata acara rapat yang 
diputuskan dan telah disetujui. tiga 
diantaranya dijelaskan lebih lanjut 
oleh Corporate Secretary BRI Agus-
tya Hendy Bernadi, diantaranya 
adalah Penetapan Penggunaan Laba 
Bersih Perseroan (penetapan dividen 
tunai), Rencana Pembelian Kembali 
Saham (buyback) dan Perubahan 
Pengurus Perseroan.

Penggunaan Laba Bersih Perseroan 

Untuk tahun buku 2024, BRI men-
catat laba bersih konsolidasian yang 
dapat diatribusikan kepada pemilik 
entitas induk sebesar Rp60,15 triliun. 
Dari jumlah tersebut, perseroan me-
netapkan total dividen tunai yang di-
bagikan sebesar besarnya mencapai 
Rp51,73 triliun. 

Atas nilai dividen tersebut, sebe-
lumnya pada 15 Januari 2025, BRI 
telah membagikan dividen interim 
sebesar Rp20,33 triliun atau Rp135 
per lembar saham. Dengan demikian, 
sisa dividen yang akan dibayarkan 
adalah sebesar besarnya Rp31,40 
triliun. 

Dari total nilai dividen tunai di 
atas, BRI menyetorkan dividen kepa-
da negara Rp27,68 triliun (termasuk 
dividen interim yang telah dibagikan 
pada 15 Januari 2025 sebesar Rp10,88 
triliun). 

Sedangkan sisanya dibayarkan 
secara proporsional kepada setiap 
Pemegang Saham yang namanya 
tercatat dalam Daftar Pemegang 
Saham pada tanggal pencatatan (re-
cording date).

“Perseroan dalam memperhi-
tungkan pembayaran dividen telah 
mempertimbangkan berbagai aspek, 
salah satunya adalah struktur modal 
perseroan yang kuat dan likuiditas 
yang cukup untuk ekspansi bisnis 
dan mitigasi risiko pengelolaan bank, 
termasuk CAR Perseroan yang dipro-
yeksikan terjaga di atas 19% dalam 
jangka Panjang,” jelas Hendy. 

Rencana Pembelian Kembali Saham 
(Buyback)

Selain pembagian dividen, RUPST 
BRI 2025 juga menyetujui rencana 
BRI untuk melakukan pembelian 
kembali atau buyback saham dengan 
jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun. 
Buyback dilakukan melalui Bursa 
Efek maupun di luar Bursa Efek, baik 
secara bertahap maupun sekaligus, 
dan diselesaikan paling lama 12 (dua 
belas) bulan setelah tanggal RUPST. 

Langkah ini diambil sebagai ba-
gian dari strategi perusahaan untuk 
meningkatkan nilai pemegang saham 
dan mendukung program kepemili-
kan saham bagi karyawan. RHT

RUPST BRI di Jakarta, Senin (24/3/2025). FOTO: DOK. BRI

Gelar RUPST 2025, BRI 
Bagikan Dividen Rp51,73 
Triliun dan Bersiap Lakukan 
Buyback Rp3 Triliun

SULTENG RAYA — PT Bank 
Syariah Indonesia Tbk (BSI) men-
gucapkan selamat atas penun-
jukkan Hery Gunardi sebagai 
Direktur Utama PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk pada Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan 
(RUPST) BRI, Senin (24/3/2025). 

RUPST BRI menetapkan juga 
Direktur BSI Saladin D. Effendi 
sebagai Direktur Teknologi dan In-
formasi BRI. Hery Gunardi adalah 
Direktur Utama BSI sejak 1 Februari 
2021 (saat awal merger) sampai 
dengan 24 Maret 2025. Adapun 
Saladin D Effendi menjabat sebagai 
Direktur Teknologi dan Informasi 
(IT) sejak RUPS BSI Tahun 2023.

‘’Kami mengucapkan selamat 
atas pengangkatan dua direksi dari 
BSI ke BRI dan turut bangga bahwa 
talent terbaik BSI kini mendapat 
amanah untuk mengelola bank pe-
lat merah terbesar dan khususnya 
mengembangkan UMKM Indone-
sia,” kata Wakil Direktur Utama 
BSI, Bob Tyasika Ananta. 

Atas nama segenap pengurus 
dan karyawan BSI, Bob juga men-
gucapkan terimakasih atas dedi-
kasi dan kontribusi Hery Gunardi 
serta direksi lainnya yang telah 
mengawal kinerja BSI yang solid 
sejak awal pembentukan perseroan 
tahun 2021 hingga saat ini. Di ba-
wah kepemimpinan Hery Gunardi, 
BSI konsisten tumbuh double digit 
hingga akhir tahun 2024.

BSI telah mencanangkan Plan 
Transformasi Tahap II (2026-2030) 
sebagai kelanjutan atas Transfor-
masi Tahap I yang dilakukan pada 
awal merger (2021-2025). Di dalam 
Corporate Plan tersebut telah di-
tetapkan fokus dan rencana bisnis 
Perusahaan di mana pada tahun 
2030 aspirasi BSI adalah masuk 
dalam Top 5 Global Islamic Bank 
berdasarkan kapitalisasi pasar. 

Selain itu, Beliau juga telah men-
yiapkan kaderisasi serta proses 
seleksi kepemimpinan di BSI. 
Sesuai ketentuan internal, Per-
seroan memiliki mekanisme pejabat 
pelaksana tugas sampai dengan 
berlangsungnya RUPST selanjut-
nya. Sebagai Pelaksana Tugas dan 
wewenang saat ini diemban oleh 
Wakil Direktur Utama BSI Bob 
Tyasika Ananta. 

Adapun pelaksana tugas dan 
wewenang Direktur Teknologi dan 
Informasi akan dilaksanakan oleh 
Direktur Risk Management Grand-
his H. Harumansyah. Selain itu, BSI 
juga telah memiliki SEVP Informasi 
dan Teknologi yang saat ini dijabat 
oleh Muhammad Misbahul Munir. 
Penetapan jabatan pengurus per-

seroan selanjutnya akan dilakukan 
pada RUPS Tahunan BSI tahun 
2025. 

Bob mengatakan siap menjalan-
kan tugas dan kepercayaan yang 
diberikan. ‘’Kami siap melanjutkan 
transformasi BSI sebagaimana 
pondasi yang telah dibangun oleh 
Bapak Hery Gunardi sehingga 
perseroan mampu mewujudkan 
visi dan misinya. Saya juga siap 
membawa BSI terus tumbuh positif 
dan berkelanjutan sehingga mem-
beri manfaat bagi seluruh umat 
sebagai sahabat finansial, sosial dan 
spiritual,” tegas Bob.

‘’Kami tentu akan terus mening-
katkan peran di dalam mendukung 
pembangunan ekonomi dan keu-
angan syariah, dan menjadi bank 
syariah terbesar, modern, digital 
serta inklusif dengan menjalankan 
prinsip-prinsip tata kelola perusa-
haan yang baik (GCG) dan tetap 
menjunjung tinggi prinsip-prinsip 
syariah,” ujarnya menambahkan.

Sejak merger pada tahun 2021 
hingga 2024, BSI mencatatkan 
pertumbuhan solid dan berada di 
atas rerata pertumbuhan bisnis 
perbankan nasional. Peningkatan 
aset BSI sebesar Rp173 triliun dari 
Rp236 triliun di awal merger (Fe-
bruari 2021) menjadi Rp409 triliun 
di Desember 2024. Pertumbuhan ini 
meningkatkan posisi BSI menjadi 
peringkat 6 di industri perbankan 
nasional.

Adapun Dana Pihak Ketiga 
(DPK) naik sebesar Rp121 triliun, 
dari Rp206 triliun di Februari 2021 
menjadi Rp327 triliun pada akhir 
tahun buku 2024. Sedangkan dari 
penyaluran pembiayaan mencapai 
Rp278 triliun tumbuh Rp121 triliun 
dengan kualitas pembiayaan yang 
baik dengan NPF (gross) 1,90%.

Dari sisi bottom line pun kinerja 
BSI sangat baik dengan pertum-
buhan rata-rata double digit. Laba 
BSI pada akhir 2020 Rp2,1 triliun 
dan pada akhir tahun buku 2024 
telah menjadi Rp7 triliun atau naik 
lebih dari tiga kali lipat dalam em-
pat tahun. 

Selain itu BSI juga berhasil men-
gokohkan diri masuk sebagai Top 
9 Global Islamic Bank dari sisi 
kapitalisasi pasar pada tahun 2024, 
satu tahun lebih cepat dari aspirasi 
awal di mana diharapkan masuk 
sebagai Top 10 Global Islamic bank 
pada tahun 2025. 

Capaian ini didukung oleh stra-
tegi bisnis yang tepat, konsistensi 
literasi dan edukasi perbankan 
syariah ke masyarakat dan juga 
peran nahkoda handal dari Direk-
tur Utama BSI Hery Gunardi. RHT

Dua Direksi 
Dipercaya ke BRI, 
BSI Optimis 
Kinerja Tetap Solid

Waskita Ikut Renovasi 
Masjidil Haram Rp 259 Miliar

DIRUT BRI, Hery Gunardi. FOTO: WILLY KURNIAWAN/REUTERS

MEKKAH. FOTO: SAUDI PRESS AGENCY (SPA)

nia. Dengan semakin luasnya mataf 
itu, semakin banyak umat Islam yang 
dapat beribadah atau mengelilingi 
Ka’bah saat haji maupun umroh,” 
ujarnya.

Ermy menjelaskan, metode yang 
digunakan dalam menyelesaikan 
proyek ini yaitu formwork slab 
dan cantilever beam. Sementara 
formwork atau cetakan sementara 
dinding baloknya menggunakan 
panel baja, lalu pada bagian bawah 
memakai plywood dan peri kayu.

Selain proyek tersebut, Waskita 
juga pernah dipercaya membangun 
King Saud Fitness College pada 2011 
dan King Saud University of Riyadh 
Techno Valley & Building Adminis-
tration College di Riyadh pada 2009. 

Total nilai kontrak masing-masing 
sebanyak 16 juta riyal dan 50 juta 
riyal Saudi.

Perseroan turut membangun King 
Abdullah Financial District (KAFD) 
pada 2010-2012. Pusat keuangan 
Arab Saudi tersebut memiliki luas 
hingga 61,2 meter persegi (m2) serta 
terdiri dari 31 lantai.

“Waskita membangun gedung 
tersebut dengan konsep hijau dan 
hemat energi. Lalu kami tambahkan 
Light Emitting Diode (LED) sebagai 
lampu penerangnya,” kata Ermy.

Selanjutnya, Waskita juga pernah 
membangun Burj View Development 
di Dubai dan Abu Dhabi Financial 
Centre-Podium & Stock Exchange di 
Uni Emirat Arab. DTC
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SULTENG RAYA - Wakil Wali 
Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin 
secara resmi membuka Rancan-
gan Awal Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kota Palu Tahun 2025-2029 di ruang 
rapat Badan Perencanaan Pemban-
gunan Daerah (Bappeda) Kota Palu, 
Senin (24/3/2025).  

Dalam sambutannya, Wakil 
Wali Kota Imelda menekankan 
pentingnya pertemuan ini sebagai 
momentum untuk menyaring pri-
oritas pembangunan dari berbagai 
usulan yang telah disampaikan 
oleh masing-masing Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) dalam 
Musyawarah Rencana Pemban-
gunan Daerah (Musrenbang) se-
belumnya.  

“Walaupun yang disampaikan 
sangat banyak, saya harap kita bisa 

cari prioritasnya yang mana. Dari 
sekian ratus itu, apakah ada yang 
nyantol dengan Asta Cita Presiden 
kita,” ujar Wakil Wali Kota.  

Wakil Wali Kota berharap kegi-
atan itu menghasilkan keputusan 
yang bermanfaat bagi semua pihak, 
terutama bagi masyarakat di ting-
kat bawah yang akan merasakan 
langsung dampak dari kebijakan 
pembangunan ini.  

RPJMD Kota Palu 2025-2029 
menjadi dokumen strategis dalam 
menentukan arah pembangunan 
kota untuk lima tahun ke depan. 

Dengan adanya pembahasan 
yang partisipatif dan terarah, diha-
rapkan RPJMD ini dapat menjadi 
landasan kuat dalam Terwujudnya 
Kota Palu Mantap Berkelanjutan 
yang Akseleratif, Inovatif, dan 
Kolaboratif. RHT

SULTENG RAYA - Fo-
rum Komunikasi Indus-
tri Jasa Keuangan (FKIJK) 
Sulawesi Tengah kembali 
menyelenggarakan kegiatan 
sosial sebagai bagian dari 
kepedulian terhadap masy-
arakat yang membutuhkan. 

Memasuki tahun ketiga, 
FKIJK Sulteng memberikan 
bantuan sosial yang disalur-
kan melalui Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) 
Sulawesi Tengah, bertepatan 
dengan momentum bulan 
Ramadhan 1446H.

Pada 2025 ini, sebanyak 
11 Industri Jasa Keuan-
gan (IJK) turut serta mem-
berikan bantuan berupa 
uang tunai dengan total 
Rp22.200.000. Selain itu, 12 
IJK lainnya juga memberi-
kan bantuan dalam bentuk 
beras dengan total 815 kg, 
yang semuanya disalurkan 
kepada masyarakat yang 
membutuhkan di wilayah 
Sulteng. Adapun lembaga 

jasa keuangan yang ber-
kesempatan memberikan 
bantuan kali ini yakni; OJK, 
Bank Sulteng, BPR Yaspis 
Dana Prima, BTN, Dana 
Pensiun Bank Sulteng, PT 
BEI Sulteng, BPRS Khairan 
Inti Amanah, BPR SMA, 
Bank Mandiri, BPR Binarta 
Luhur, Askrida, BTN Sya-
riah, BPR Modern Ekspress, 
BPR Prima Artha Sejahtera, 
PNM, BPR Sulawesi Mitra 
Abadi, BPR Palu Anugerah, 
BRI, BPR Sulawesi Karya 
Sentosa, BCA, Danamon, 
Asosiasi Perusahaan Pem-
biayaan Indonesia (APPI).

Acara penyerahan ban-
tuan tersebut berlangsung 
di kantor BAZNAS Sul-
teng, Jalan Bantilan, Senin 
(24/3/2025). 

Ketua FKIJK Sulteng, 
Bonny Hardi Putra seca-
ra simbolis menyerahkan 
bantuan itu dan langsung 
diterima Ketua BAZNAS 
Sulteng, Dahlia Syuaib yang 

juga memberikan apresiasi 
yang besar kepada FKIJK 
Sulteng atas kemurahan hati 
dan kebersamaannya dalam 
berbagi dengan sesama, te-
rutama di bulan yang penuh 
berkah ini. 

“Kami di BAZNAS me-
rasa terhormat menerima 
amanah ini. Bantuan dari 
FKIJK merupakan tanggung 
jawab dunia dan akhirat 
yang insya Allah akan kami 
salurkan kepada masya-
rakat yang benar-benar 
membutuhkan. Ini adalah 
bentuk nyata sinergi dalam 
membantu sesama,” ungkap 
Dahlia.

Penyerahan bantuan seca-
ra simbolis ini juga mengan-
dung makna yang dalam, 
menggambarkan esensi dari 
FKIJK sebagai wadah yang 
tidak hanya berfokus pada 
pengembangan industri jasa 
keuangan, tetapi juga pedu-
li terhadap kesejahteraan 
masyarakat. 

FKIJK Sulteng mengajak 
seluruh anggotanya untuk 
terus menjalin kebersamaan 
dan memperkuat peran serta 
dalam kegiatan sosial yang 
bermanfaat bagi masyara-
kat.

“Semoga bantuan yang 
diberikan dapat meringan-
kan beban mereka yang 
membutuhkan, terutama 
di bulan Ramadhan yang 
penuh berkah ini. Kami 
berharap kegiatan seperti 
ini dapat terus berlanjut 
dan memberi dampak po-
sitif bagi masyarakat Sul-
teng,” ujar Ketua FKIJK 
Sulteng, Bonny Hardi 
Putra. 

FKIJK Sulteng berko-
mitmen untuk terus men-
jalankan program-program 
sosial dan membantu me-
ningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, sebagai bagian 
dari tanggung jawab sosial 
industri jasa keuangan yang 
ada di wilayah ini. RHT

SUASANA Pasar Murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1446 H di Kelurahan Palupi, Kota 
Palu, Senin (24/3/2025). FOTO: ISTIMEWA Foto bersama pada penyerahan bantuan FKIJK Sulteng kepada 
Baznas Sulteng di kantor Baznas Sulteng, Jalan Bantilan, Kota Palu, Senin (24/3/2025). FOTO: ISTIMEWA

FKIJK Sulteng Salurkan Bantuan Ramadan

RPJMD 2025-2029 
Harus Hasilkan 

Keputusan Mendukung 
Masyarakat Tingkat Bawah

SULTENG RAYA - Wali 
Kota Palu, Hadianto Rasyid 
bersama Wakil Wali Kota, 
Imelda Liliana Muhidin 
menyambut kedatangan pe-
serta program Mudik Gratis 
di halaman Kantor Wali Kota 
Palu, Selasa (25/3/2025). 

Program itu diinisiasi oleh 
Pemerintah Kota Palu se-
bagai bagian dari program 
Palu Berbagi, khususnya 
dalam rangka menyambut 
Hari Raya Idulfitri 1446 H.  
Para peserta mudik tiba di 
Pelabuhan Donggala dengan 
Kapal Dharma Kencana V 
sebelum diberangkatkan 

menuju Kantor Wali Kota 
Palu menggunakan lima 
armada bus yang telah di-
siapkan.  

Dalam sambutannya, Wali 
Kota Hadianto menegaskan 
bahwa program Mudik Gra-
tis ini tidak hanya bertuju-
an untuk membantu warga 
yang ingin pulang kampung, 
tetapi juga menjadi upaya 
pemerintah dalam menjaga 
pergerakan ekonomi di Kota 
Palu.  

“Program mudik gratis 
ini merupakan bagian dari 
program Palu Berbagi yang 
kita harapkan dapat menjadi 

agenda tahunan. Awalnya, 
kami membuka kuota se-
banyak 3.000 orang, ma-
sing-masing 1.000 untuk rute 
Makassar, Kalimantan, dan 
Surabaya. Selain membantu 
warga, ini juga akan mensti-
mulasi ekonomi kota, karena 
pergerakan orang masuk 
dan keluar akan semakin 
dinamis,” ujar Wali Kota 
Hadianto.  

Di akhir sambutannya, 
Wali Kota Palu mengucap-
kan selamat datang kepada 
para pemudik dan menyam-
paikan harapan agar kebers-
amaan di Hari Raya semakin 
mempererat rasa persauda-
raan.   “Selamat datang dan 

selamat berkumpul kembali 
dengan keluarga di Kota 
Palu. Kami, Pemerintah Kota 
Palu, mengucapkan Minal 
aidin wal faizin, mohon 
maaf lahir dan batin. Selamat 
merayakan Idulfitri 1446 H, 
semoga kebersamaan ini 
semakin menguatkan rasa 
persaudaraan kita semua,” 
tutup wali kota.

Program Mudik Gratis 
ini diharapkan dapat terus 
berlanjut di tahun-tahun 
mendatang sebagai bentuk 
kepedulian Pemerintah Kota 
Palu terhadap warganya, 
sekaligus sebagai strategi 
untuk memperkuat pertum-
buhan ekonomi lokal. RHT

SUASANA kegiatan RPJMD Kota Palu 2025-2029 di ruang rapat Bappeda Kota 
Palu, Senin (24/3/2025).  FOTO: ISTIMEWA

SULTENG RAYA - Peme-
rintah Kabupaten (Pemkab) 
Sigi, Sulawesi Tengah meng-
gandeng Universitas Tadu-
lako (Untad) Palu menyusun 
Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS) Kabupaten 
Sigi Tahun 2025-2030.

Wakil Bupati Sigi Samu-
el Yansen Pongi di Kota 
Palu, Selasa, mengatakan 
pihaknya selalu melibatkan 
akademisi dalam menyusun 
KLHS untuk rencana pem-
bangunan jangka menengah 
daerah (RPJMD).

“Tentunya ini bertujuan 
untuk mengintegrasikan 
prinsip pembangunan ber-
kelanjutan dalam peren-
canaan RPJMD Kabupaten 
Sigi,” katanya.

Ia mengemukakan KLHS 
itu menjadi instrumen pen-
ting dalam memastikan bah-
wa aspek lingkungan, sosial, 
dan ekonomi diperhitung-

kan secara komprehensif 
dalam kebijakan pemban-
gunan daerah.

“Pentingnya KLHS se-
bagai dasar dalam penyus-
unan RPJMD agar pemban-
gunan di Kabupaten Sigi 
tidak hanya fokus pada 
pertumbuhan ekonomi, teta-
pi juga memperhatikan ke-
berlanjutan lingkungan dan 
kesejahteraan masyarakat,” 
ujarnya.

Ia mengatakan pemban-
gunan daerah ke depan 
harus mempertimbangkan 
dampak jangka panjang 
terhadap lingkungan dan 
masyarakat setempat.

“KLHS ini bisa menjadi 
panduan strategis dalam 
memastikan keberlanjutan 
pembangunan di Kabupaten 
Sigi,” ucapnya.

Menurut dia, penyusunan 
KLHS RPJMD membuka 
diskusi antara kepala-kepala 

Pemkab Sigi Gandeng Untad Susun KLHS 2025-2030

WAKIL Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi memimpin diskusi penyusunan KLHS RPJMD dengan 
akademisi Untad Palu, Selasa (25/3/2025). FOTO: ANTARA/HO-PEMKAB SIGI

OPD dan akademisi Untad 
guna mengidentifikasi isu-
isu lingkungan strategis 
yang perlu dimasukkan 
dalam RPJMD.

“Harapannya proses pen-
yusunan KLHS RPJMD Ka-

bupaten Sigi 2025-2030 dapat 
berjalan lebih partisipatif 
dan berbasis data yang ak-
urat, sehingga menghasilkan 
kebijakan pembangunan 
yang lebih inklusif dan ber-
kelanjutan,” katanya.

Samuel menjelaskan se-
mua akademisi dari Untad 
memberikan masukan ber-
basis kajian ilmiah untuk 
memperkuat kebijakan yang 
akan diterapkan di daerah 
itu. ANT

WALI Kota Palu berfoto bersama dengan para peserta mudik gratis di Pelabuhan Donggala, Selasa (25/3/2025). FOTO: ISTIMEWA

Program Mudik Gratis, Upaya Pemkot 
Jaga Pergerakan Ekonomi Kota Palu
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SULTENG RAYA - Je-
nama lokal di Indonesia 
dianggap telah memasuki 
fase 'Local Brand Winter'. 
Opini tersebut muncul dari 
pengamatan Hypefast, pe-
rusahaan yang membantu 
mengembangkan jenama 
lokal berkembang di Indo-
nesia.

Mengadaptasi istilah dari 
Tech Winter yang populer 
di industri teknologi, Local 
Brand Winter merupakan 
periode kecenderungan 
penurunan untuk indus-
tri jenama lokal. Cirinya 
ditandai dengan pertum-
buhan yang melambat seca-
ra signifi kan, investasi yang 
menurun bahkan hingga 
penutupan bisnis, setelah 
periode yang menunjukan 
sebaliknya.

Di akhir tahun 2024, se-
jumlah jenama lokal yang 
digemari oleh konsumen 
terpaksa menghentikan ke-
giatan operasional karena 
besarnya kompetisi. Syca, 
Roona Beauty, dan Matoa 
adalah beberapa contoh 
brand lokal yang terpaksa 
gulung tikar.

“Seperti fenomena Tech 
Winter yang dalam bebe-
rapa tahun silam melanda 
perusahaan-perusahaan 
berbasis teknologi, industri 
brand lokal juga tengah 
mengalami fenomena Local 
Brand Winter, terutama di 
bidang Kecantikan. Kita me-
lihat dalam waktu kurang 
dari satu tahun ke belakang, 
banyak brand lokal kecan-
tikan yang memutuskan 
untuk berhenti kegiatan 
operasional. Faktor paling 
besar adalah kompetisi yang 
terlalu kuat dari brand luar 
terutama brand dari China,” 
ujar CEO dan Founder dari 
Hypefast, Achmad Alkatiri, 
dikutip dari siaran pers, 
Selasa (25/3/2026).

Padahal di periode sebe-
lumnya terutama di 2021-
2023, sinyal kuat positif 
muncul dari berbagai jena-
ma lokal Indonesia. Misal-
nya dalam hal pendanaan 
dari investor ternama se-
perti merek kecantikan Rose 
All Day, Base, ESQA dan 
lainnya. Tidak hanya itu, 
sinyal positif juga datang 
dari dominasi pertumbuhan 
penjualan di platform online 
seperti Shopee dan Tiktok 
Shop.

Melalui konferensi pers 
pada bulan November tahun 
2024, Hypefast telah mengo-
munikasikan peningkatan 
kompetisi yang drastis dari 
kehadiran merek-merek 
yang berasal dari China. 

Mereka memasuki pasar 
Indonesia dengan modal 
yang jauh lebih kuat diban-
dingkan lokal.

Hal ini ditunjukkan dari 
data internal Hypefast yang 
temukan bahwa jenama 
yang berasal dari China me-
miliki kemampuan meng-
habiskan 30-40 persen dari 
total omset bisnis untuk 
kegiatan pemasaran. Se-
dangkan, jenama lokal pada 
umumnya hanya memiliki 
kemampuan untuk melaku-
kan 10 persen sehingga bisa 
mempertahankan laba.

Agresifnya pemasaran 
yang disesuaikan dengan 
konsumen Indonesia ini 
menyebabkan begitu ba-
nyak jenama lokal menga-
lami kesulitan dalam men-
gejar pertumbuhan yang 
sehat (sustainable growth) 
di negeri sendiri. Termasuk 
sulit memenangkan kon-
sumen dan meningkatkan 
penjualan. Bahkan dari ha-
sil survei Hypefast, enam 
dari 10 orang Indonesia 
tidak berhasil membedakan 
jenama yang berasal dari 
China dengan jenama asli 
Indonesia.

“Berbagai brand lokal 
yang memutuskan untuk 
tutup di tahun 2024, membe-
rikan sinyal negatif terhadap 
investor yang pada periode 
sebelumnya memiliki appe-
tite. Ini akan menurunkan 
jumlah investasi secara ke-
seluruhan, padahal untuk 
bisa berkompetisi dengan 
brand dari Tiongkok yang 
habis-habisan dalam pe-
masaran dan produk, dibu-
tuhkan modal yang signi-
fi kan. Tanpa hal itu, bukan 
tidak mungkin, tapi brand 
lokal harus lebih resilience 
dalam menyusun strategi,” 
kata Achmad.

STRATEGI BERTA-
HAN...

Dalam menghadapi kon-
disi ini, ada beberapa lang-
kah yang dapat diambil oleh 
jenama lokal agar tetap rele-
van dan bertahan di pasar:

FOKUS PADA CASH 
FLOW

Banyak pendiri jenama 
lokal masih keliru dalam 
memahami perbedaan an-
tara profit dan cashflow. 
Memiliki bisnis yang men-
guntungkan tidak otomatis 
berarti memiliki arus kas 
yang sehat.

Profi tabilitas hanya men-
cerminkan keuntungan di 
atas kertas, sementara cash 
flow adalah faktor utama 
yang menentukan apakah 

bisnis bisa bertahan dari 
hari ke hari. Oleh karena 
itu, pemilik jenama harus 
memastikan arus kas tetap 
positif dengan merencana-
kan pengeluaran secara de-
tail, termasuk dalam hal 
pembelian inventaris dan 
pengurangan biaya yang 
tidak perlu.

Jika pemahaman tentang 
cashfl ow masih kurang, san-
gat disarankan untuk meli-
batkan ahli keuangan yang 
dapat membantu mengelola 
arus keuangan dengan lebih 
baik.

CASHFLOW VS 
GROWTH

Dalam menjalankan bis-
nis, terutama bagi jenama 
lokal yang sedang berkem-
bang, banyak pendiri yang 
terjebak dalam obsesi men-
gejar pertumbuhan (growth) 
tanpa mempertimbangkan 
kesehatan arus keuangan 
(cashfl ow). Mengingat tanpa 
cashflow yang stabil, per-
tumbuhan yang cepat justru 
bisa menjadi bumerang.

MENGAMBIL PEN-
DANAAN

Menunggu valuasi yang 
lebih tinggi bisa menjadi ke-
putusan yang berisiko, teru-
tama di masa ketidakpastian 
seperti saat ini. Hypefast 
mengingatkan ini bukan 
waktu yang tepat untuk 
bersikap idealis terhadap 
valuasi bisnis. 

Jika ada investor yang 
bersedia memberikan pen-
danaan, sebaiknya kesem-
patan ini dimanfaatkan un-
tuk menjaga keberlanjutan 
bisnis, memastikan arus 
kas tetap sehat, dan mem-
berikan ruang bagi jenama 
untuk menyusun strategi 
pertumbuhan yang lebih 
efektif.

Hypefast mengimbau 
tujuan utama sebaiknya 
bukan sekadar bertumbuh 
cepat, tetapi mencapai tahap 
self-suffi cient. Yakni kondisi 
di mana bisnis tidak hanya 
profi table, tetapi juga memi-
liki cashfl ow positif.

Dengan begitu, bisnis bisa 
bertahan dalam situasi eko-
nomi yang sulit dan tidak 
bergantung sepenuhnya 
pada investor atau pinja-
man.

“Para founder brand lokal 
harus realistis dalam meng-
hadapi situasi ini. Ini bukan 
saatnya untuk idealisme ber-
lebihan, tetapi untuk bersiap 
menghadapi kemungkinan 
terburuk dengan strategi 
yang lebih matang,” kata 
Achmad.RPB

DI akhir tahun 2024, sejumlah jenama lokal yang digemari oleh konsumen terpaksa menghentikan 
kegiatan operasional karena besarnya kompetisi. FOTO: REPUBLIKA/THOUDY BADAI

Indonesia Dinilai Sedang Masuk 
Fenomena Local Brand Winter

Peringkat Nasional 'AAA' 
menunjukkan peringkat ter-
tinggi yang diberikan oleh 
Fitch dalam skala peringkat 
nasional di suatu negara. 
Peringkat ini diberikan ke-
pada emiten atau obligasi 
dengan ekspektasi paling 
rendah terhadap risiko gagal 
bayar dibandingkan dengan 
semua emiten atau obligasi 
lain di negara atau serikat 
moneter yang sama.

Sedangkan Peringkat 
Nasional Jangka Pendek 
F1 menunjukkan kapasitas 
terkuat untuk pembayaran 
tepat waktu atas komitmen 
keuangan relatif terhadap 
emiten atau obligasi lain di 
negara yang sama. Berdasar-
kan skala Peringkat Nasio-
nal dari Fitch, peringkat ini 
ditetapkan terhadap risiko 
gagal bayar terendah diban-
dingkan dengan yang lain di 
negara atau serikat moneter 
yang sama. Untuk profil 
likuiditas yang tergolong 

kuat, "+" ditambahkan ke 
peringkat yang ditetapkan.

Direktur KB Bank Syariah, 
Ji Kyu Jang, mengatakan 
peringkat AAA KB Bank 
Syariah yang diberikan oleh 
Fitch merupakan apresiasi 
terhadap komitmen atas 
upaya upaya perbaikan 
yang dilakukan oleh KB 
Bank Syariah dalam menye-
diakan produk dan layanan.

"Dengan dukungan penuh 
dari KB Bank Indonesia 
sebagai pemegang saham 
pengendali, kami terus ber-
komitmen untuk memberi-
kan kontribusi positif bagi 
perekonomian Indonesia 
dan menyediakan solusi 
perbankan syariah terbaik 
bagi nasabah kami," kata Ji 
Kyu Jang dalam siaran pers, 
Selasa (25/3/2025).

Peringkat Nasional KB 
Bank Syariah mencermin-
kan pandangan tentang 
dukungan luar biasa dari 
induk utamanya, Kookmin 

KB Bank Syariah mempertahanan peringkat AAA dari Fitch Ra-
tings. FOTO: KB BANK SYARIAH

KB Bank Syariah 
Pertahankan Peringkat AAA

SULTENG RAYA - Kan-
wil Bea Cukai Jawa Tengah 
(Jateng) dan DIY mencatat 
keberhasilan besar dalam 
upaya pemberantasan rokok 
ilegal selama Januari-Febru-
ari 2025.

Dalam periode tersebut, 
petugas berhasil melakukan 
245 penindakan terhadap 
peredaran rokok ilegal den-
gan total barang bukti men-
capai 32 juta batang dengan 
nilai potensial barang men-
capai Rp 45,34 miliar dan 
kerugian negara Rp 28,45 
miliar.

Kepala Seksi Bimbingan 

Kepatuhan dan Hubungan 
Masyarakat Kanwil Bea 
Cukai Jateng DIY, R Me-
gah Andiarto menyatakan 
berbagai modus digunakan 
oleh pelaku untuk menge-
darkan rokok ilegal.

“Modus yang diguna-
kan sangat beragam, mulai 
dari penggunaan mobil pe-
numpang, truk, bus, hingga 
transaksi melalui e-com-
merce,’’ katanya dalam kete-
rangan yang dilansir Selasa 
(24/3/2025).

Selain itu, Megah menam-
bahkan, pihaknya berhasil 
menggerebek gudang tim-

bun yang digunakan seba-
gai tempat penyimpanan 
sebelum didistribusikan ke 
pasaran.

Kanwil Bea Cukai Jateng 
DIY terus berupaya me-
ningkatkan pengawasan 
dan koordinasi dengan ber-
bagai pihak untuk mene-
kan peredaran rokok ilegal 
yang merugikan negara dan 
masyarakat.

“Kami terus meningkat-
kan pengawasan dan koor-
dinasi dengan aparat pene-
gak hukum. Dengan kerja 
sama yang baik, kami yakin 
peredaran rokok ilegal dapat 

semakin ditekan,” kata Me-
gah menegaskan.

Masyarakat juga diimbau 
berperan aktif dalam mem-
bantu pemerintah mem-
berantas peredaran rokok 
ilegal dengan melaporkan 
aktivitas mencurigakan mel-
alui saluran resmi yang telah 
disediakan.

Bea Cukai Jateng DIY 
menegaskan komitmennya 
untuk terus melakukan pe-
nindakan tegas demi melin-
dungi kepentingan negara 
dan masyarakat dari dam-
pak negatif peredaran rokok 
ilegal.RPB

SULTENG RAYA - PT Bank KB Bukopin 
Syariah (KB Bank Syariah) mempertahan-
kan Peringkat Nasional Jangka Panjang 
'AAA(idn)' dengan outlook stabil dari Fitch 
Ratings. Untuk Peringkat Nasional Jangka 
Pendek, KB Bank Syariah meraih peringkat 
'F1+(idn)'.

Bank (A/Stabil/a), salah 
satu bank terbesar di Korea 
Selatan, melalui pemegang 
95,9 persen saham KB Bank 
Syariah, PT Bank KB Bukop-
in, Tbk (KB Bank Indonesia, 
AAA(idn)/Stabil).

KB Bank Syariah merupa-
kan anak perusahaan yang 

penting secara strategis bagi 
KB Bank Indonesia karena 
memberikan kehadirannya 
di pasar perbankan syariah. 
Hal ini mendukung strate-
gi Kookmin Bank dan KB 
Financial Group (KBFG) 
dalam memperkuat pijakan-
nya di Indonesia.RPB

KLINIK Ekspor Bea Cukai Malang menegaskan siap mendampingi 
UMKM melakukan ekspor, salah satunya UD Ilham Gerabah yang 
mengirimkan 500 pot gerabah ke pasar Jepang. FOTO: BEA CUKAI

Ekspor Perdana, 500 Buah Pot Gerabah 
Asal Malang Tuju Pasar Jepang

Dalam Dua Bulan, Rokok Ilegal Senilai 
Rp45,34 Miliar Diamankan Bea Cukai

S U L T E N G  R A Y A  - 
UMKM Malang, UD Ilham 
Gerabah mengekspor per-
dana produk pot gerabah 
ke pasar Jepang. Sebanyak 
540 pot gerabah dengan nilai 
devisa ekspor sebesar 1.150 
dolar AS ini dilepas pada 
Selasa (18/3/2025) di Jl. 
Mayjend Panjaitan, Klojen, 
Kota Malang.

Kepala Kantor Bea Cukai 
Malang, Gunawan Tri Wi-
bowo mengatakan, keber-
hasilan ekspor UD Ilham 
Gerabah merupakan hasil 
dari proses panjang yang 
dimulai sejak awal 2024.

Pihaknya aktif mendu-
kung UMKM melalui pro-
gram Klinik Ekspor, salah 
satunya dengan memper-
temukan buyer dari Jepang 
dengan pengrajin lokal pada 
Januari lalu.

“Melalui pendampingan 
intensif dan proses nego-
siasi yang berkelanjutan, 
akhirnya UMKM ini ber-
hasil menembus pasar ek-
spor,” ujar Gunawan mel-
alui keterangan resmi Selasa 
(25/3/2024).

Pelepasan ekspor ini juga 
dihadiri berbagai pihak 
yang turut mendukung pen-
gembangan UMKM ekspor.

Hadir dalam acara terse-
but Kepala Bidang Fasilitas 
Kantor Wilayah Bea Cukai 
Jawa Timur II sekaligus Ket-
ua Pokja UMKM Kemenkeu 
Satu Jawa Timur, Bakhroni, 
Kepala Bidang Perdagan-
gan Diskoperindag Kota 
Malang, Luh Putu Eka Wi-
lantari, serta Manajer Fungsi 
Pengembangan UMKM dan 
Syariah Bank Indonesia 
Malang, Kuswardhani. Du-
kungan juga diberikan oleh 
Atase Keuangan Tokyo, 
Leni Nurlaeni, yang turut 
membantu fasilitasi ekspor 
ke Jepang.

“ D e n g a n  p e l e p a s a n 
ekspor ini menunjukkan 
UMKM memiliki poten-
si besar untuk menembus 
pasar internasional. Klinik 
Ekspor Bea Cukai Malang 
siap memberikan pendam-
pingan kepada UMKM agar 
berhasil merealisasikan ek-
spornya,” ungkap Guna-
wan.

Keberhasi lan ekspor 
pot gerabah ini diharap-
kan menjadi motivasi bagi 
UMKM lain di Kota Ma-
lang terus berkembang dan 
bersaing di pasar global. 
Dengan dukungan berbagai 
pihak, Bea Cukai Malang 
optimistis semakin banyak 
produk local mampu me-
nembus pasar internasional.
RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

RAPOR mentereng Kejaksaan 
Agung dalam penanganan 
kasus korupsi menjadi penanda 
peran penting yang dimainkan 

Korps Adhyaksa. Sejumlah kasus besar 
yang melibatkan pejabat negara hingga 
pengusaha dengan taksiran kerugian negara 
ratusan triliun rupiah mampu dibawa ke 
meja hijau.

Persepsi publik terhadap Kejagung juga 
sangat positif. Hasil survei yang dilaksana-
kan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 
20-28 Januari 2025 menunjukkan bahwa Ke-
jagung ialah lembaga yang paling dipercaya 
publik untuk memberantas korupsi.

Komitmen yang ditunjukkan oleh Ke-
jagung itu mencerminkan keseriusan Ke-
jaksaan Agung dalam menjaga integritas 
dan mencegah praktik korupsi yang sema-
kin merajalela. Namun, sejumlah isu dalam 
pembahasan revisi Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) potensial 
untuk memereteli kejaksaan dalam pembe-
rantasan korupsi.

Kewenangan jaksa dalam draf Rancangan 
KUHAP menjadi sorotan. Dalam draf RUU 
itu, tertulis jaksa hanya menjadi penyidik 
kasus tindak pidana pelanggaran HAM 
berat.

Beleid itu tertuang dalam draf RUU 
KUHAP Pasal 6 tentang penyidik. Dijelas-
kan beberapa kategori yang termasuk dalam 
penyidik tertentu. Di antaranya penyidik 
KPK, penyidik TNI-AL yang melakukan 
penyelidikan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, dan penyidik jaksa 
dalam hal ini melakukan tindak pidana 
pelanggaran HAM berat.

Komisi III DPR akhirnya meluruskan 
kalau draf RUU KUHAP yang mengatur 
kewenangan jaksa hanya menjadi penyidik 
kasus HAM bukan hasil akhir. Dalam draf 
terakhir, dijelaskan yang dimaksud den-
gan ‘penyidik tertentu’ misalnya penyidik 
tertentu KPK, penyidik tertentu kejaksaan, 
dan penyidik tertentu Otoritas Jaksa Keu-
angan (OJK), serta penyidik lainnya yang 
diatur UU.

DPR menegaskan UU KUHAP tidak 
mengatur kewenangan institusi dalam 
memeriksa dan menyelidiki kasus. Beleid 
dalam KUHAP merupakan pedoman dalam 
proses pidana, bukan mengatur kewenan-
gan terhadap tindak pidana tertentu yang 
diatur dalam undang-undang di luar KUHP 
atau KUHAP.

Tentu bagi kejaksaan, masih utuhnya 
kewenangan penyidikan itu mesti dijawab 
dengan kinerja yang semakin moncer. 
Jangan ada lagi kendala seperti ketidak-
terbukaan dalam proses hukum, bahkan 
intervensi hukum dari kekuasaan demi 
kepentingan politik.

Rakyat tentu marah ketika ada kasus 
korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau 
pengusaha besar sering kali mendapatkan 
perlakuan khusus, misalnya proses hukum 
diperlambat atau bahkan dihentikan, hanya 
karena adanya kepentingan politik atau 
kekuasaan yang melindungi mereka.

Buktikan bahwa kejaksaan bukanlah alat 
yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan 
kekuasaan. Kejaksaan juga mesti steril dari 
praktik politik sandera yang dapat merusak 
institusi penegak hukum.

Kejaksaan harus terus menunjukkan 
bahwa mereka ialah garda terdepan dalam 
perang melawan korupsi dengan tidak 
membedakan siapa pun yang terlibat dalam 
praktik kotor itu.

Ketika kewenangan kejaksaan dalam 
pemberantasan korupsi masih melekat 
dan tidak dikebiri, tentu penguatan in-
tegritas dan komitmen yang tinggi akan 
menempatkan kejaksaan sebagi lokomotif 
pemberantasan korupsi di negeri ini. Terus 
gelorakan perang melawan korupsi. Jangan 
kendur, apalagi lengah, karena koruptor 
punya ribuan jurus untuk mencari celah dan 
memukul balik. Kita tidak mau koruptor 
yang jadi pemenangnya. *Media Indonesia

Menjaga Taring 
Korps Adhyaksa
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Antara Hukum dan Kekuasaan
DALAM kehidupan masyarakat pada umum-
nya, hukum dan kekuasaan merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari sistem birokrasi peme-
rintahan, selalu berkelindan dan melekat satu 
sama lain. Bahkan dapat dikatakan, tidak ada 
hukum tanpa kekuasaan, dan tidak ada kekua-
saan tanpa hukum. 

DI dalam doktrin 
hukum, hal ini 
telah dikenal 
sejak lama den-

gan adagium: hukum tanpa 
kekuasaan adalah angan-an-
gan, akan tetapi kekuasaan 
tanpa hukum adalah anarki. 
Begitu pula di dalam kehi-
dupan masyarakat di negara 
yang menempatkan hukum 
satu-satunya rujukan utama 
bertindak di dalam negara 
hukum. 

Namun demikian, reali-
ta kehidupan hukum baik 
dalam proses pembentukan-
nya maupun di dalam proses 
penegakan hukum, kedua 
pilar negara hukum tersebut 
tampak nyata dan seketika 
dan dapat dirasakan ketika 
implementasi keduanya ber-
jalan berlawanan arah. Dalam 
praktik sering terjadi, anarki, 

alat untuk mencapai tujuan 
atau dikenal dengan “law as 
a tool of the powerfull” atau 
“as a means to an ends; tidak 
lagi dipandang sebagai “law 
is an ends in its self”.

Peristiwa tersebut disebab-
kan hukum hanya dipandang 
sebagai norma yang statis 
dan cermin dari perilaku apa-
ratur hukum; seharusnya 
hukum dipandang sebagai 
nilai (values) dan nilai hu-
kum Indonesia terdapat pada 
masing-masing sila Pancasila 
sebagai satu kesatuan idiologi 
dan pandangan hidup bangsa 
Indonesia. 

Ketiadaan pemahaman 
hukum sebagai nilai meng-
akibatkan praktik peradilan 
pidana terasa hambar atau 
kering tanpa nyawa jika ha-
nya dipandang sebagai nor-
ma statis dan hanya sikap/
perilaku aparatur hukum. 
Bahkan dalam beberapa prak-
tik peradilan pidana khusus 
tindak pidana korupsi, ke-
timpangan pandangan ten-
tang hukum tersebut telah 
terjadi secara masif yang telah 
mengakibatkan setiap orang 
yang didakwa melakukan 
tindak pidana korupsi dipas-
tikan sebagai calon terpidana 
korupsi, penegakan hukum 
hanya mengandalkan pada 
kecerdasan intelektual, tetapi 

miskin kecerdasan nurani dan 
kecerdasan spriritual. 

Di samping itu, pengaruh 
warisan sistem hukum ko-
lonial Belanda tampak dan 
terasa, yakni hukum pidana 
sejak awal pembentukannya 
bertujuan pembalasan atas ke-
jahatan dengan alasan untuk 
melindungi masyarakat. Asas 
umum hukum pidana warisan 
masa lalu, tiada pidana tanpa 
kesalahan; geen straf zonder 
schuld-tercantum di dalam 
Pasal 1 ayat (1) KUHP; mene-
cerminkan pemikiran teori 
pembalasan pidana, dan ka-
rena sebab itulah penegakan 
hukum pidana selalu dicari 
kesalahannya untuk dapat 
dipidana. 

Adagium hukum pida-
na di Indonesia telah be-
rubah sejak diberlakukan UU 
Nomor 8 Tahun 1981 Kitab 
Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana tercantum di 
dalam Pasal 183 KUHAP 
yang diawali dengan kalimat 
pembuka, Hakim tidak boleh 
menjatuhkan hukuman,…. 
Kekeliruan cara pandang 
tentang hukum sebagaimana 
diuraikan di atas masih mele-
kat sampai saat ini pada apa-
ratur penegak hukum pada 
umumnya termasuk hakim, 
dan dampak terparah da-
ripadanya, jika hakim sebagai 

pemutus dan pengadilan 
sebagai tempat satu-satunya 
dan terakhir mencari dan 
menemukan keadilan, juga 
telah terkontaminasi dengan 
cara pandang hukum yang 
keliru, bahkan karena inter-
vensi kepentingan politik/
kekuasaan. 

Akibat lebih jauh yang kita 
saksikan adalah di lembaga 
pemasyarakatan telah men-
galami kepadatan hunian atau 
overkapasitas mencapai 200 
persen. Dalam konteks masa-
lah di atas, yang kita rasakan 
saat ini adalah khususnya, 
dalam pemberantasan korupsi 
yang telah menjadi salah satu 
program pemerintah Pra-
bowo Subianto. Kekeliruan 
cara pandang hukum dalam 
konteks kekuasaan yang telah 
terjadi setidaknya dapat dice-
gah dan diantisipasi dengan 
program kesadaran hukum 
terhadap aparatur hukum, 
juga terhadap pemegang ke-
kuasaan termasuk anggota 
badan legislatif seketika sete-
lah pelantikannya. Adapun 
terhadap khususnya kepada 
para hakim perlu menjadi 
program rutin tahunan den-
gan meminta ahli-ahli hukum 
terkemuka.(Penulis Guru besar 
di bidang Ilmu Hukum Internasi-
onal di Universitas Padjadjaran) 
*SindoNews.Com

ketika kekuasaan dijalankan 
tanpa landasan hukum atau 
dikenal dengan penyalah-
gunaan wewenang atau dij-
alankan tetapi menyimpang 
atau bertentangan dengan 
maksud dan tujuan awal dari 
pembentukan hukum/un-
dang-undangnya. 

Beberapa sebutan sinisme 
masyarakat seperti krimina-
lisasi hukum atau politisa-
si hukum menggambarkan 
keadaan sedemikian. Contoh 
kasus penetapan Firli Bahuri 
sebagai tersangka disusul 
dengan pemberhentian dari ja-
batan ketua KPK; pemberhen-
tian Airlangga Hartarto dari 
jabatan Ketua Umum Partai 
Golkar dibayangi oleh peme-
riksaan dirinya terkait kasus 
impor dan ekspor dan lainnya. 
Praktik kekuasaan dengan 
menggunakan hukum sebagai 

OLEH : Prof. Dr. ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M

DA N A N T A R A 
d i h a r a p k a n 
mampu meng-
optimalkan ke-

kayaan negara melalui inves-
tasi strategis. Adanya investasi 
strategis ini diharapkan dapat 
meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. Potensi 
pertumbuhan ekonomi akan 
sangat mungkin tercapai mel-
alui Danantara, jika aset negara 
dikelola secara efektif, sehing-
ga dapat menarik investasi 
global dan meningkatkan daya 
saing negara.

Tantangan dan Penentu 
Keberhasilan 

Agar potensi pertumbuhan 
ekonomi ini tetap terjaga dan 
juga memberikan keuntungan 
bagi semua pihak, baik gene-
rasi sekarang dan mendatang, 
BPI Danantara sebaiknya fokus 
pada investasi-investasi stra-
tegis yaitu menekankan pada 
proyek-proyek yang berkelan-
jutan. Namun, pelaksanaannya 
pastilah tidak semudah yang 
dibayangkan. Tantangan akan 
muncul, terutama karena ba-
dan ini merupakan pengelola 
investasi yang baru. 

Tata kelola organisasi, trans-
paransi, dan akuntabilitas 
mungkin akan menjadi tan-
tangan yang cukup besar bagi 
BPI Danantara. Sebagai badan 
pengelola investasi baru, re-
putasi harus dijaga sejak awal 
untuk mendapatkan keper-
cayaan publik. Jika reputasi 
terjaga dengan baik, maka 
para investor tidak akan ragu 
untuk menanamkan modalnya 
melalui badan ini. 

Dalam praktiknya, perlu ada 
kebijakan tentang pengelolaan 
secara profesional dan akunta-

BPI Danantara: Peluang atau Tantangan 
untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia?

PRESIDEN Prabowo Subianto telah meluncur-
kan Badan Pengelola Investasi bernama Danan-
tara (Daya Anagata Nusantara). Badan pengelola 
investasi yang mengelola aset negara senilai 900 
miliar dolar ini diharapkan dapat memberikan 
imbal hasil yang tinggi, sehingga dapat mencip-
takan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. 

bel. Transparansi dan akunta-
bel merupakan dua pilar utama 
yang harus dijaga oleh badan 
pengelola investasi tersebut. 
Transparansi, mengacu pada 
tersedianya informasi yang 
mudah diakses oleh masya-
rakat terkait pengelolaan dan 
penggunaan dana serta hasil 
yang dicapai. Akuntabilitas, 
mengacu pada pertanggungja-
waban pengelolaan dana dan 
pelaksanaan kebijakan yang 
dipercayakan kepada Danan-
tara dalam pencapaian tujuan 
yang telah ditetapkan secara 
periodik. 

Pembagian peran yang jelas 
antara pemilik dana dan pen-
gelola dana akan memberikan 
jaminan bahwa tata kelola 
diterapkan dengan baik. Pilar 
berikutnya yang perlu diper-
hatikan adalah responsibility 
atau pertanggungjawaban, 
yang mengacu pada kesesuaian 
pengelolaan badan pengelola 
investasi dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku. Independensi atau 
kemandirian juga merupakan 
pilar yang perlu dipantau se-
cara serius sehingga terdapat 
jaminan bahwa pengelolaan 
badan pengelola investasi ini 
dikelola secara profesional dan 
bebas dari benturan kepentin-
gan dan tekanan-tekanan dari 
pihak manapun. Pemilihan 
manajemen BPI Danantara ini 
harus dipastikan tidak ada 
kepentingan politik untuk 
mencegah penyalahgunaan 
dana negara. 

Pilar fairness menjadi pi-
lar berikutnya yang perlu 
mendapat perhatian untuk 
menerapkan prinsip kesetaraan 
dengan memperhitungkan hak 
setiap pemangku kepentingan 

OLEH : SUBAGYO

secara adil sesuai dengan pe-
raturan yang berlaku. Dalam 
pengelolaannya, BPI Dananta-
ra harus menjamin bahwa tata 
kelola organisasi diterapkan 
dengan baik. Pedoman global 
untuk tata kelola investasi 
harus diterapkan sejak awal, 
disertai dengan penerapan 
manajemen risiko bagi dana 
kekayaan negara. 

Peluncuran BPI Danantara 
merupakan langkah positif 
bagi Indonesia. Keberhasilan 
Danantara akan sangat ter-
gantung pada kemampuan 
manajemen dalam mengatasi 
tantangan dan menjalankan tu-
gasnya secara efektif. Dengan 
demikian, terdapat beberapa 
syarat penting agar BPI Danan-
tara ini berhasil, yaitu tata 
kelola yang baik dan cermat 
dalam melakukan investasi. 
Ada pepatah yang mengatakan 
bahwa dalam investasi dikenal 
prinsip “high risk high return”, 
yang berarti terdapat berbagai 
instrumen investasi yang me-
nawarkan potensi keuntungan 
besar, tetapi juga memiliki 
potensi kerugian yang besar. 

Hal ini dimaksudkan agar 
pengelola investasi atau inves-
tor selalu ingat bahwa potensi 
keuntungan yang besar, diser-
tai juga potensi kerugian yang 
besar pula. Untuk mengurangi 
terjadinya risiko yang besar, 
maka perlu dilakukan analisis 
risiko yang mendalam dan 
komprehensif. Salah satu tin-
dakan untuk meminimalkan ri-
siko adalah dengan melakukan 
diversifikasi investasi, yaitu 

menempatkan dana investasi 
di berbagai sektor yang berbe-
da. Dengan melakukan diver-
sifikasi, maka apabila terjadi 
fluktuasi pada salah satu aset 
investasi, hal tersebut dapat 
diimbangi dengan kinerja aset 
investasi lainnya. Tindakan 
selanjutnya adalah memfokus-
kan investasi pada sektor-sek-
tor produktif yang memiliki 
potensi pertumbuhan tinggi. 

Investasi pada hilirisasi in-
dustri memiliki peluang untuk 
menjadi salah satu pilihan 
karena dapat meningkatkan 
nilai tambah untuk aset sum-
ber daya alam. Selain tata 
kelola dan kecermatan dalam 
investasi, profesionalisme dan 
kompetensi juga merupakan 
syarat agar badan pengelola 
investasi dikatakan berhasil. 
BPI Danantara harus dike-
lola oleh manajemen yang 
kompeten, profesional dan 
berpengalaman di bidang in-
vestasi. Dengan manajemen 
yang kuat, BPI Danantara akan 
mampu bertahan dari berbagai 
tantangan yang dihadapi. Ke-
mampuan untuk beradaptasi 
dan berkembang harus selalu 
ditumbuhkan kepada seluruh 
jajaran manajemen, baik di 
tingkat lower, middle maupun 
top manajemen.

Manfaat dan Dukungan untuk 
BPI Danantara 

Adanya pengelolaan yang 
baik dan didukung oleh mana-
jemen yang profesional, maka 
BPI Danantara diharapkan 
dapat memberikan berbagai 

manfaat, antara lain mendu-
kung pembangunan ekonomi 
nasional melalui pembiayaan 
pembangunan infrastruktur 
sehingga mendorong pertum-
buhan ekonomi negara. Den-
gan melakukan investasi pada 
sektor-sektor yang memiliki 
prioritas tinggi, diharapkan 
daya saing Indonesia di pasar 
dunia dapat meningkat. 

Selain itu, Danantara diha-
rapkan dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat me-
lalui pembangunan infrast-
ruktur di daerah tertinggal. 
Pengelolaan aset negara yang 
lebih efisien dan produktif juga 
diharapkan dapat mengopti-
malkan aset negara, sehingga 
memberikan manfaat yang le-
bih besar bagi negara. Adanya 
BPI Danantara diharapkan juga 
dapat mendorong terjadinya 
hilirisasi industri yang mening-
katkan nilai tambah produk 
Indonesia dan mengurangi 
ketergantungan pada ekspor 
bahan mentah. 

Penting untuk dicatat bahwa 
keberhasilan badan pengelola 
investasi ini sangat ditentukan 
oleh dukungan dari berbagai 
pihak, yaitu pemerintah, OJK, 
BUMN, Investor domestik 
dan asing, sektor perbankan 
dan lembaga keuangan lainya, 
serta DPR tentunya. Semoga 
Danantara dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang 
kuat dan berkelanjutan di 
Indonesia. (Penulis Adalah : 
Dosen Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Kristen Krida 
Wacana) *Sindonews.Com
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SULTENG RAYA - Ka-
polresta Palu, Kombes Pol 
Deny Abrahams, melakukan 
pengecekan Pos Pam dan 
Pos Yan Operasi Ketupat 
2025 di beberapa titik wi-
layah hukum Polresta Palu 
diantaranya Pos Pam Su-
dirman, Pos Pelayanan Pe-

labuhan Pantoloan, Pos Pam 
PGM, dan Pos Pam Towua, 
Pengecekan ini dilakukan 
untuk memastikan kesiapan 
Pos Pam dan personel yang 
bertugas selama musim 
mudik lebaran.

Kapolresta Palu didam-
pingi Kasi Propam, Ipda No-

vembri beserta para Pejabat 
Utama Polresta Palu mela-
kukan pengecekan langsung 
ke setiap Pos Pam. 

“Kegiatan pengecekan 
dilakukan untuk memasti-
kan kesiapan personel dan 
kelengkapan, serta data 
pendukung baik di Pos Pam 

Acara ini berlangsung 
di salah satu Mall di Palu 
dan menghadirkan berba-
gai aktivitas seru, hiburan 
menarik, serta kesempatan 
bagi masyarakat untuk me-
rasakan langsung performa 
motor listrik Honda.

Acara yang digelar mu-
lai pukul 10.00 wita hing-
ga 22.00 wita ini dipenuhi 
oleh antusiasme masyarakat 
Palu. Pengunjung disuguh-
kan dengan penampilan 
musik dari Live The Secret 
Band dan Qwerty Band, 
serta berbagai aktivitas in-
teraktif seperti Riding Ex-
perience dan City Touring 
menggunakan ICON e: dan 
CUV e:. 

Tak hanya itu, Billiard 
9Ball Tournament se-kota 
Palu juga berlangsung di 
dalam atrium dan disiarkan 
langsung melalui Videotron 
dengan hadiah utama satu 
unit sepeda motor Honda, 
memberikan hiburan yang 
lebih beragam.

 “Kami sangat bangga 
dapat menghadirkan ICON 
e: dan CUV e: di Palu, seba-

gai bentuk komitmen Honda 
dalam mendukung mobi-
litas ramah lingkungan. 
Motor listrik ini dirancang 
dengan teknologi terbaru 
yang tidak hanya memberi-
kan kenyamanan, tetapi juga 
efi siensi energi yang tinggi. 
Melalui acara ini, kami ber-
harap masyarakat bisa lebih 
mengenal dan merasakan 
keunggulan dari motor lis-
trik Honda,” kata Hermanto 
selaku PIC Promosi Anuger-
ah Perdana.

Selain berbagai hiburan 
dan aktivitas, Honda juga 
menawarkan promo-promo 
spesial yang hanya berlaku 
selama acara berlangsung. 
Dengan beragam diskon dan 
cicilan ringan, Honda mem-
berikan kesempatan bagi 
konsumen untuk memiliki 
motor listrik impian mereka 
dengan lebih mudah.

Honda terus berinovasi 
untuk menjawab kebutuhan 
masa depan. Dengan keha-
diran ICON e: dan CUV e:, 
Honda membuktikan bahwa 
motor listrik tidak hanya 
ramah lingkungan, tetapi 

KARYAWAN Anugerah Perdana, Main Dealer Sepeda Motor Honda wilayah Sulawesi Tengah saat berpose bersama motor listrik terbaru, Senin (24/3/2025). FOTO: DOK 
HONDA SULTENG

Honda Sulteng Hadirkan Motor Listrik 
Masa Depan ICON e: dan CUV e:

SULTENG RAYA - Anugerah Perdana, 
Main Dealer Sepeda Motor Honda wilayah 
Sulawesi Tengah (Sulteng), dengan bangga 
menggelar acara Regional Public Launching 
ICON e: & CUV e:, dua model motor listrik 
terbaru yang menawarkan solusi mobilitas 
ramah lingkungan untuk masa depan, Senin 
(24/3/2025).

juga menawarkan performa 
berkendara yang maksimal. 
Meskipun terdapat pameran 
produk dari kompetitor di 
sekitar mall, Honda tetap 

menjadi pilihan terbaik den-
gan kualitas, keamanan, dan 
inovasi terdepan.

Acara ini merupakan bagi-
an dari upaya Honda untuk 

memperkenalkan motor 
listrik kepada masyarakat 
dan mendukung gaya hi-
dup yang lebih ramah ling-
kungan. Pengunjung dapat 
merasakan langsung sensasi 
berkendara dengan ICON e: 
dan CUV e: melalui sesi test 
ride yang telah disediakan 
sepanjang acara.

Honda membekali Honda 
ICON e: dengan lima pilihan 

warna, yakni Iconic Mint, 
Iconic Orange, Iconic Red, 
Iconic White, dan Iconic 
Matte Black. Honda ICON 
e: akan dipasarkan dengan 
range harga Rp29. 276.000- 
on the road Palu termasuk 
charger. Honda memberikan 
tiga pilihan warna Honda 
CUV e:, yakni Stellar Matte 
White, Stellar Matte Silver, 
dan Stellar Matte Black. 

Lalu untuk Honda CUV e: 
RoadSync Duo ditawarkan 
pilihan warna Quantum 
Matte White, Quantum Mat-
te Silver, dan Quantum Mat-
te Black. Honda CUV e: akan 
dipasarkan dengan harga Rp 
56.583.000. Lalu Honda CUV 
e: tipe RoadSync Duo akan 
dipasarkan pada pada range 
harga Rp61.830.000,-, on the 
road Palu. */YAN

KAPOLRESTA Palu, Kombes Pol Deny Abrahams, didampingi sejumlah PJU saat melakukan penge-
cekan Pos Pam dan Pos Yan Operasi Ketupat 2025. FOTO: HUMAS POLRESTA PALU

Kapolresta Palu Pastikan 
Kesiapan Personel dan Pos Pam 

Jelang Operasi Ketupat 2025
maupun Pos Yan,” kata 
Deny Abrahams. 

Dalam kunjungannya, 
Kapolresta Palu memberi-
kan arahan kepada anggota 
agar melaksanakan tugas 
dengan penuh tanggung ja-
wab. “Pedomani SOP dalam 
melayani masyarakat, jan-
gan lupa menerapkan body 
system dan tentunya layani 
masyarakat dengan huma-
nis,” tegasnya. Kapolres juga 
memastikan pos dapat be-
roperasi dengan efektif dan 
efi sien dalam memberikan 
pelayanan maksimal, serta 
menjaga keamanan selama 
masa operasi berlangsung. 
Pengecekan langsung yang 
dilaksanakan Kapolres diha-
rapkan bisa menyemangati 
personel dalam melaksana-
kan tugas.

 “Jaga kesehatan, karena 
tugas ke depan masih pan-
jang. Masih ada arus balik 
yang harus diperhatikan, 
tetap waspada dan jangan 
underestimate. Semoga kita 
semua diberikan kesehatan 
dan keselamatan begitupun 
dengan masyarakat yang 
melaksanakan mudik,” je-
lasnya.*/YAT

SULTENG RAYA - Bu-
lan Ramadan 1446 H tidak 
mengkendorkan tim Ditre-
snarkoba Polda Sulteng untuk 
melakukan pengungkapan 
penyalahgunaan peredaran 
gelap narkotika.

Dalam tempo tiga hari, tiga 
tersangka ditangkap di dua 
lokasi dan waktu yang berbe-
da dan Polisi mengamankan 
barang bukti narkotika jenis 
sabu sebanyak 100,64 gram.

Kabidhumas Polda Sulteng 
melalui Kasubbid Penmas, 
AKBP Sugeng Lestari dalam 
keterangan resminya di Palu, 
Selasa (25/3/2025) mengata-
kan, ada 3 tersangka ditang-
kap dalam tempo tiga hari 
dalam waktu berbeda terkait 
peredaran gelap narkotika 
sabu. “Pengungkapan perta-
ma pada Kamis (20/3/2025) 
Pukul 23.30 Wita di Jalan Yos 
Sudarso Kelurahan Talise Palu 
dengan tersangka AM (31) 
warga Jalan Kimaja Palu dan 
MN (33) warga Jalan Pandang 
Jakaya Palu, dengan barang 
bukti sabu seberat 50 gram,” 
kata AKBP Sugeng Lestari.

Lanjut Sugeng menam-
bahkan, penangkapan ke-
dua pada Sabtu (22/3/2025) 
pukul 23.00 wita di salah 
satu homestay Jalan Kijang 

TIGA pengedar sabu di Palu yang diringkus polisi. FOTO: DOK 
DITRESNARKOBA POLDA SULTENG

Tiga Pengedar Sabu Diringkus di Palu, 
Polisi Sita 100,64 Gram Sabu

SULTENG RAYA - Aparat Polres Bang-
gai memperingati Nuzulul Qur’an 1446 
H, malam turunya kitab suci Al-Qur’an di 
Masjid Ar-Rahman Mapolres Banggai, Jumat 
(21/3/2025) malam.

Peringatan Nuzulul Qur’an tesebut men-
gusung tema “Nuzulul Qur'an Meningkatkan 
Iman, Taqwa dan Amal Sholeh Guna Mewu-
judkan Polri Presisi". 

Kapolres Banggai, AKBP Putu Hendra 
Binangkari mengatakan, Al Quran sebagai 
pedoman dan petunjuk untuk melakukan 
setiap hal di jalan yang benar dalam mencip-
takan kedamaian.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat mem-
bentuk akhlak personel Polri yang berjiwa 
sosial dengan kepribadian humanis dalam 

melaksanakan tugas.
“Kepada personil Polres Banggai yang 

beragama islam, agar dapat selalu menghadir-
kan Al Quran dalam setiap pelaksanaan tugas 
dan sebagai pedoman dan petunjuk untuk 
menggapai keridohannya," pesan Kapolres.

Kapolres juga mengucapkan terima kasih 
kepada panitia pelaksana atas terselengga-
ranya kegiatan tersebut, yang berjalan den-
gan baik dan sukses. “Semoga kegiatan ini 
mendapat berkah dari Allah SWT sehingga 
menjadi ladang amal bagi kita semua yang 
hadir di masjid ini,” harapnya.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pen-
gumuman dan penyerahan hadiah kepada 
pemenang lomba adzan dan Tahfi z 30 jus.*/
MAN

Polres Banggai Gelar 
Peringatan Nuzulul Quran

Kelurahan Birobuli Selatan 
Palu, tersangka inisial RO 
(34) Alamat Desa Sausu Trans 
Kecamatan Sausu, Kabupaten 
Parigi Moutong, barang bukti 
yang diamankan sabu seba-
nyak 50,64 gram.

“RO mendapatkan Sabu 
dari wilayah Tatanga Palu 
dan rencananya akan dibawa 
dan diedarkan ke wilayah 
Kecamatan Sausu, Kabupaten 
Parimo,” tambahnya.

Pengungkapan dua kasus 
tersebut sebut Sugeng, tidak 

lepas dari peran masyarakat 
yang aktif memberikan infor-
masi kepada Kepolisian khu-
susnya jajaran Ditresnarkoba 
Polda Sulteng.

“Terhadap tiga tersangka 
kini ditahan di Rutan Polda 
Sulteng dan dipersangkakan 
sebagaimana pasal 114 ayat 
(2) Jo. pasal 112 ayat (2) UU 
Narkotika dengan ancaman 
minimal 5 tahun penjara dan 
maksimal pidana mati atau 
penjara seumur hidup,” te-
gasnya.*/YAT
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sukaran bagimu. Hendaklah kamu 
mencukupkan bilangannya dan men-
gagungkan Allah atas petunjuk-Nya 
yang diberikan kepadamu, agar kamu 
bersyukur”.

Maka beruntunglah mereka yang 
memasuki fase baru di hari yang fitrah 
ini, yang banyak mengambil Pelajaran 
selama Ramadan dan terus menerus 
mengagungkan Allah SWT hingga 
dipertemukan dengan Ramadan be-
rikutnya.

Menurut pandangan Prof. Abdul 
Mukti, Sekretaris PP Muhammadiyah 
yang saat ini dipercayakan sebagai 
Menteri Dikdasmen RI, bahwa puasa 
dapat membersihkan jiwa yang dapat 
dilihat dari dua aspek yakni:

Pertama: Membersihkan manusia 
dari akidah atau keyakinan yang 
merusak Keislaman, sehingga dalam 
kaitan ini puasa membawa manusia 
kembali menjadi Muslim atau seorang 
yang berislam secara hanif dan lurus.

Kedua: Berpuasa akan membersi-
hkan diri dari sifat-sifat yang tercela, 

misalnya sifat hayawaniah atau 
kebinatangan seperti rakus, tamak, 
atau menggunakan kekerasan untuk 
meraih tujuan, dan tidak bisa mengen-
dalikan nafsu.

Jika selama 11 bulan setelah Ra-
madan ini, kita mempraktikan ke-
bersihan jiwa sejak era baru di bulan 
Syawal ini sebagai hari yang fitrah, 
maka Manusia Muslim akan membe-
rikan contoh yang baik dan menge-
depankan akhlakul karimah dalam 
kesehariannya.

Allah Berfirman dalam Quran Su-
rat Ar-Rum Ayat 30 yang berbunyi: 
“Maka, hadapkanlah wajahmu den-
gan lurus kepada agama (Islam sesuai) 
fitrah (dari) Allah yang telah mencip-
takan manusia menurut (fitrah) itu. 
Tidak ada perubahan pada ciptaan 
Allah (tersebut). Itulah agama yang 
lurus, tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui.

Namun tidak semua yang beragama 
Islam bisa mendapatkan nilai-nilai 
dan esensi puasa itu, karena keban-

yakan manusia tidak mengetahuinya. 
Sebagian dari kita ternyata belum 
mampu mengikis sifat Syaithaniyah 
dalam dirinya, seperti sifat berlebihan, 
mubazir, takabur, sombong, merasa 
paling dari yang lain, serta hal-hal 
yang tercela lainnya. Kita belum 
Ikhlas beribadah karena Allah SWT 
semata, tetapi masih ada terselip ke-
pentingan duniawi yang bersifat Indi-
vidu yang mengedepanalkan ego diri.

Maka itulah, jelang idul fitri ini, 
mari kita mencontohi yang dilakukan 
oleh Rasulullah Muhammad SAW 
seperti memperbanyak baca takbir,  
berhias dan memakai pakaian terbaik, 
makan sebelum pergi shalat Idul Fitri 
di lapangan atau Masjid, mendirikan 
shalat Idul Fitri secara berjamaah baik 
di lapangan maupun di masjid, dan 
mengunjungi rumah saudara, kerabat, 
sahabat serta sesama umat Muslim, 
serta memberi ucapan selamat. Taqob-
balallahu minna wa minkum, Semoga 
Allah menerima amalku dan amal 
kalian. Wallahu a’lam.***

Setelah itu Indonesia dan Bahrain memi-
liki peluang mencetak gol lagi, namun 
tidak ada gol yang bersarang hingga wasit 
meniup peluit akhir.

Tambahan tiga poin dari laga kandang 
membuat Timnas Indonesia kini mengan-
tongi sembilan poin. Kendati demikian Jay 
Idzes dan kawan-kawan tidak beranjak 
dari peringkat keempat.

Timnas Indonesia tertinggal satu poin 
dari Arab Saudi yang menduduki pering-
kat ketiga. Sebelumnya Saudi bermain 
imbang tanpa gol dengan Jepang.

Skuad Samurai Biru yang untuk kali per-
tama gagal mencetak gol dalam fase ketiga 
Kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap kukuh di 

puncak klasemen Grup C dengan 20 poin.
Sedangkan Australia yang menang 2-0 

atas China menempati peringkat kedua 
dengan 13 poin. Tim Naga yang kembali 
menelan kekalahan pun tak bergerak dari 
dasar klasemen. CNN

Klasemen Grup C Fase Ketiga
Kualifikasi Piala Dunia 2026:

1. Jepang  20 poin
2. Australia  13 poin
3. Arab Saudi  10 poin
4. Indonesia    9 poin
5. Bahrain   6 poin
6. China   6 poin

Berdasarkan hasil laporan sementara, 
kata dia, sebanyak 160 KK atau 490 jiwa 
terdampak di Desa Ulula'a, 281 KK 
atau 940 jiwa di Desa Togo, 86 KK atau 
313 jiwa di Desa Sampalowo dan 113 
KK atau 313 jiwa dan satu bangunan 
masjid dan sekolah terdampak di Desa 
Moleono, Kecamatan Petasia Timur.

Sementara itu, sebanyak 30 KK atau 
100 jiwa terdampak di Desa Bunta dan 
205 KK atau 775 jiwa di Desa Tompira 
di Kecamatan Petasia Barat.

"Ada 11 kepala keluarga atau 36 
orang di Desa Bunta yang mengungsi 
dan lima orang di Desa Tompira," 
ujarnya.

Ia mengatakan Tim Reaksi Cepat 
(TRC) BPBD setempat masih berkoor-
dinasi dengan aparat desa setempat 
dan melakukan asesmen di lokasi.

Ia juga menambahkan tidak ada 
korban jiwa dalam bencana ini, namun 
aparat desa bersama tim saat ini me-
lakukan pemantauan dan melakukan 
evakuasi masyarakat ke lokasi yang 
lebih aman.

Ia mengatakan berdasarkan hasil 
asesmen, kebutuhan mendesak bagi 
warga saat ini adalah kebutuhan lo-
gistik, kelambu, terpal, perlengkapan 
bayi dan air bersih.

Sementara itu, Gubernur Sulteng 
Anwar Hafid telah mengeluarkan surat 
edaran untuk mengantisipasi potensi 
ancaman banjir dan tanah longsor pada 
periode Ramadhan dan Idul Fitri 1445 
Hijriah.

Ia mengimbau kepada Bupati/Wali 
Kota untuk mengantisipasi terhadap 
potensi bencana banjir dan tanah 

longsor.
"Berdasarkan data prakiraan potensi 

banjir dan tanah longsor oleh BMKG 
Stasiun Meteorologi Palu dan BPBD 
Sulteng, makan diperlukan upaya un-
tuk pencegahan dalam meminimalisir 
dampak terhadap ancaman bencana 
tersebut," ujarnya.

Ia meminta kepada setiap daerah 
agar melakukan pengecekan jalur 
evakuasi dan tempat pengungsian 
yang aman, dan meningkatkan koor-
dinasi dan komunikasi dengan instansi 
vertikal dan dinas terkait ditingkat 
kabupaten/kota dan provinsi.

Ia juga meminta untuk meningkat-
kan upaya mitigasi bencana seperti 
membersihkan saluran air, natura-
lisasi sungai, dan membuat dinding 
penahan. ANT

Parmout dalam melaksanakan PSU 
yang membutuhkan anggaran sekitar 
Rp32 miliar.

Yusrin menjelaskan berdasarkan rin-
ciannya anggaran sebesar Rp32 miliar 
tersebut akan diperuntukkan untuk 
kebutuhan KPU sebesar Rp17,330 mi-
liar lebih, Bawaslu Rp7,112 miliar lebih 
serta TNI/Polri sebesar Rp5,5 miliar.

Selain itu Pemda Parmout juga mele-
katkan anggaran sebesar Rp1,1 miliar 
di beberapa OPD yang terlibat dalam 
pelaksanaan PSU, diantaranya Satuan 
Polisi Pamong Praja, Badan Kesabang-
pol serta Bagian Pemerintahan Umum.

Yusrin juga mengungkapan kesia-

pan anggaran Pemda Parmout dalam 
melaksanakan PSU bersumber dari sisa 
dana pelaksanaan Pilkada 2024 sebesar 
Rp9 miliar lebih terdiri dari sisa dana 
dari KPU Parmout sebesar Rp7,409 
miliar lebih dan sisa dana dari Bawaslu 
Parmout sebesar Rp2,092 miliar lebih.

Sementara itu Asisten Adminis-
trasi Umum Setda Parmout, Yusnaeni  
mengungkapkan, Pemda Parmout 
siap melaksanakan PSU mengingat 
beberapa elemen penting dalam pe-
nyelenggaraan PSU seperti KPU dan 
Bawaslu telah menjalin koordinasi dan 
kerjasama yang baik dengan Pemda 
Parmout terkait kesiapan seluruh ele-

ment tersebut dalam proses menuju 
penyelenggaraan PSU.

"Dengan segala kesiapan yang ada, 
kami berharap proses PSU dapat ber-
jalan dengan baik sehingga Kabupaten 
Parigi Moutong dapat menetapkan 
bupati dan wakil bupati terpilih tanpa 
hambatan atau terjadi lagi PSU yang 
kedua kalinya,” ujarnya. 

Turut hadir dalam pertemuan, te-
naga ahli DPRD Provinsi Sulteng, Staf 
Ahli Bupati, Kaban Kesbangpol, Kaban 
Bappelitbangda, Sekretaris Pol PP, 
Kabag Pemerintahan Umum, Ketua 
Bawaslu dan Perwakilan KPU serta 
instansi vertikal terkait.*/AJI

listrik, terutama di daerah industri seperti 
Bahodopi.

Ia mengatakan pemerintah daerah terus 
berupaya menyelesaikan persoalan listrik 
yang selama ini menjadi kendala di sejum-
lah wilayah.  "Setelah Lebaran, saya akan 
ke Manado untuk mengurus kelistrikan di 
wilayah kepulauan," ujarnya.

Sementara untuk masalah kelistrikan di 
Kecamatan Bahodopi, menurut dia penan-
ganannya akan dikoordinasikan dengan 
Kota Palu. Adapun masalah Saluran Udara 
Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Keca-
matan Bungku Tengah akan ditangani di 
Makassar.

Menurut dia, pemerintah telah menar-
getkan tiga kecamatan segera mendapat 
pasokan listrik dalam waktu dekat, yakni 
Kecamatan Wita Ponda, Bumi Raya, dan 
Bungku Barat yang direncanakan tersam-
bung listrik pada 28 Maret. 

"Sementara Bungku Tengah ditargetkan 
tersambung pada Oktober. Jika masih ada 
kendala, kami akan panggil pihak terkait 

lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulteng Anwar 

Hafid juga telah melakukan pertemuan 
dengan General Manager PLN Unit Induk 
Distribusi (UID) Sulawesi Utara, Tengah, 
dan Gorontalo (Suluttenggo) sebagai 
upaya untuk memperluas akses listrik di 
seluruh Sulawesi Tengah.

"Saya sudah mengundang tiga General 
Manager (GM) PLN, yaitu GM Jaringan, 
GM Pembangkit Listrik, dan GM Pe-
masaran untuk duduk bersama memba-
has masalah kelistrikan di Morowali dan 
Morowali Utara,” ujarnya.

Ia mengatakan koordinasi ini sebagai 
bentuk tanggung jawab pemerintah da-
lam percepatan pembangunan listrik di 
wilayah ini agar masyarakat mendapatkan 
akses listrik yang stabil.

Menurut dia, pembangunan ini bukan 
hanya soal infrastruktur, tapi juga me-
nyangkut kehidupan masyarakat agar 
mereka tidak terus-menerus mengalami 
krisis listrik. ANT

Turut mendampingi Wagub, Asisten 
Pemerintahan dan Kesra Dr.Fahrudin 
Yambas,M.Si, Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan Dr.Rudi Dewanto,SE,MM, 
Asisten Administrasi Umum M.Sadly 
Lesnusa,S.Sos,M.Si, Karo Administrasi 
Pimpinan Eddy Nicolas Lesnusa,S.Sos, 
Kadis Bimatarung Dr.Faidul Keteng, ST, 
M.Si, MT selaku Ketua Panitia.

Turut hadir, Perwakilan Unsur For-
kopimda Sulteng, Perwakilan TVRI dan 
RRI, Dewan Adat, Perwakilan Purna 

Paskibraka, Para Staf Ahli Gubernur, Para 
Kepala Perangkat Daerah serta stakehol-
der terkait.

Hasil rapat memutuskan beberapa hal, 
di antaranya,  Panitia diharapkan segera 
mendesain logo HUT ke-61 Provinsi Su-
lawesi Tengah Tahun 2025 serta menen-
tukan tema kegiatan yang relevan dengan 
semangat Program 9 BERANI. Kemudian 
panitia diharapkan meningkatkan koordi-
nasi serta melaksanakan tugas dan fungsi 
sesuai dengan struktur kepanitiaan. *WAN

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Kabupaten (Pem-
kab) Sigi, Sulawesi Tengah 
menggandeng Universitas 
Tadulako (Untad) Palu me-
nyusun Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis (KLHS) 
Kabupaten Sigi Tahun 2025-
2030.

Wakil Bupati Sigi Samuel 
Yansen Pongi di Kota Palu, 
Selasa, mengatakan pihak-
nya selalu melibatkan aka-
demisi dalam menyusun 
KLHS untuk rencana pem-
bangunan jangka menengah 
daerah (RPJMD).

"Tentunya ini bertujuan 
untuk mengintegrasikan 

prinsip pembangunan ber-
kelanjutan dalam peren-
canaan RPJMD Kabupaten 
Sigi," katanya.

Ia mengemukakan KLHS 
itu menjadi instrumen pen-
ting dalam memastikan 
bahwa aspek lingkungan, 
sosial, dan ekonomi diperhi-
tungkan secara komprehen-
sif dalam kebijakan pemban-
gunan daerah.

"Pentingnya KLHS se-
bagai dasar dalam pen-
yusunan RPJMD agar pem-
bangunan di Kabupaten 
Sigi tidak hanya fokus pada 
pertumbuhan ekonomi, 
tetapi juga memperhatikan 

keberlanjutan lingkungan 
dan kesejahteraan masya-
rakat," ujarnya.

Ia mengatakan pemban-
gunan daerah ke depan 
harus mempertimbangkan 
dampak jangka panjang 
terhadap lingkungan dan 
masyarakat setempat.

"KLHS ini bisa menjadi 
panduan strategis dalam 
memastikan keberlanjutan 
pembangunan di Kabupaten 
Sigi," ucapnya.

Menurut dia, penyusunan 
KLHS RPJMD membuka 
diskusi antara kepala-kepala 
OPD dan akademisi Untad 
guna mengidentifikasi isu-

isu lingkungan strategis 
yang perlu dimasukkan da-
lam RPJMD.

"Harapannya proses pe-
nyusunan KLHS RPJMD 
Kabupaten Sigi 2025-2030 
dapat berjalan lebih partisi-
patif dan berbasis data yang 
akurat, sehingga menghasil-
kan kebijakan pembangu-
nan yang lebih inklusif dan 
berkelanjutan," katanya.

Samuel menjelaskan se-
mua akademisi dari Untad 
memberikan masukan ber-
basis kajian ilmiah untuk 
memperkuat kebijakan yang 
akan diterapkan di daerah 
itu. ANT

Pemkab Sigi Gandeng 
Universitas Tadulako 

Susun KLHS 2025-2030

WAKIL BUPATI SIGI Samuel Yansen Pongi memimpin diskusi penyusunan KLHS RPJMD dengan akademisi Untad Palu, Selasa (25/3/2025). 
FOTO: ANTARA/PEMKAB SIGI

SULTENG RAYA – Is-
rael dilaporkan telah me-
mulai tahap pertama pen-
gusiran warga Palestina 
dari Gaza menuju negara 
ketiga pada Rabu pekan 
lalu. Sebanyak 70 warga 
Gaza yang memiliki ke-
warganegaraan asing atau 
memiliki hubungan kelu-
arga di luar negeri dibe-
rangkatkan dari Bandara 
Ramon di Israel selatan 
dengan pesawat militer 
Rumania menuju Eropa.

Jerusalem Post melas-
nir, phak berwenang Is-
rael mengatakan mereka 
membantu evakuasi seba-
gai bagian dari kebijakan 
emigrasi mereka. Keper-
gian kelompok tersebut 
bertepatan dengan ope-
rasi militer baru di Gaza 
dan meningkatnya teka-
nan internasional untuk 
mengembalikan bantuan 
kemanusiaan ke wilayah 
tersebut.

“Kami bekerja dengan 
segala cara untuk mene-
rapkan visi presiden AS, 
dan kami akan mengi-
zinkan setiap penduduk 
Gaza yang ingin pindah 
ke negara ketiga untuk 
melakukannya,” kata Men-
teri Pertahanan Israel Katz, 
merujuk pada rencana 
yang dikembangkan pada 
masa kepresidenan Donald 
Trump untuk mendorong 
pengosongan Gaza.

Kabinet Keamanan Israel 
menyetujui pembentukan 
direktorat yang bertugas 
membantu warga Palestina 
di Gaza yang ingin pindah 
ke negara ketiga, sebagai 
bagian dari inisiatif emi-
grasi yang lebih luas yang 
dikembangkan oleh Katz 
melalui koordinasi dengan 
Amerika Serikat.

Selama akhir pekan, pe-
merintah mengkonfirmasi 
pembentukan Biro Emi-
grasi Sukarela, yang menu-
rut Katz akan memfasilitasi 
keberangkatan warga Gaza 
yang “aman dan diawasi” 
sesuai dengan hukum Is-

Israel Diam-Diam Memulai 
Pengusiran Warga Gaza

rael dan internasional.
Direktorat  tersebut, 

yang beroperasi di bawah 
Kementerian Pertahanan, 
akan berkoordinasi dengan 
organisasi internasional 
dan mengelola logistik di 
penyeberangan yang di-
tentukan, serta mengawasi 
infrastruktur transportasi 
darat, laut, dan udara. Kan-
didat untuk memimpin 
kantor tersebut diperkira-
kan akan segera dilantik.

Menteri Keuangan Bezal-
el Smotrich telah mengu-
sulkan jangka waktu yang 
ambisius untuk merelokasi 
hingga 10.000 warga Gaza 
per hari sambil menegas-
kan bahwa kendala ang-
garan tidak akan meng-
hambat proses tersebut. 
Kritikus memperingatkan 
bahwa program ini beri-
siko menjadi pengungsian 
paksa, sementara belum 
ada negara ketiga yang 
secara terbuka setuju un-
tuk menerima pengungsi 
dalam jumlah besar.

Pada sesi kabinet yang 
sama, para menteri meny-
etujui pemisahan resmi 13 
lingkungan di Tepi Barat 
menjadi pemukiman in-
dependen, sehingga me-
ningkatkan ketegangan 
mengenai kebijakan Israel 
di wilayah pendudukan.

Kementerian Luar Ne-
geri Mesir mengatakan 

dalam sebuah pernyataan 
bahwa Komite Kemente-
rian Arab-Islam di Gaza 
bertemu dengan kepala 
kebijakan luar negeri Uni 
Eropa Kaja Kallas untuk 
membahas pengabaian 
Israel terhadap gencatan 
senjata dengan Hamas dan 
tingginya angka kematian 
warga sipil akibat serangan 
baru Israel di Gaza.

“Para pihak membahas 
perkembangan terkini di 
wilayah Palestina yang 
diduduki dan menyatakan 
keprihatinan besar mereka 
atas gagalnya gencatan 
senjata di Gaza dan ting-
ginya jumlah korban si-
pil akibat serangan udara 
baru-baru ini,” demikian 
bunyi pernyataan bersama.

“Para pihak mengutuk 
dimulainya kembali per-
musuhan dan penargetan 
warga sipil dan infrastruk-
tur sipil, dan menyerukan 
segera kembalinya imple-
mentasi penuh perjanji-
an gencatan senjata dan 
pembebasan sandera dan 
tahanan, yang mulai ber-
laku pada 19 Januari dan 
disponsori oleh Mesir, Qa-
tar, dan Amerika Serikat.” 
Pernyataan tersebut juga 
mengungkapkan kepriha-
tinan atas serangan Israel 
dan peningkatan aktivitas 
pemukiman di Tepi Barat 
yang diduduki. ROL

WARGA PALESTINA menggendong anaknya saat berjalan kaki 
pulang kembali menuju rumah mereka di Jalur Gaza Utara, Senin 
(27/1/2025). FOTO: AP PHOTO/JEHAD ALSHRAFI
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Kepala Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kota Palu, 
Hardi memaparkan sejum-
lah upaya dari pemerintah 
dalam meningkatkan SPM, 
hingga menjadi yang ter-
tinggi di Sulteng.

Sejumlah faktor yang 
mempengaruhi Capaian 
SPM Rapor Pendidikan Kota 

Palu adalah Kebijakan dan 
Regulasi Pemkot sangat 
memberikan energi Peruba-
han Peningkatan SDM.

Upaya yang dilakukan 
oleh pemerintah dalam pe-
ningkatan SMP tersebut yai-
tu Magang Kepala Sekolah 
dan Magang Guru yang 
sudah memasuki Tahun ke-3 

KEPALA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Hardi mendampingi Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid dalam kunjungan ke be-
berapa sekolah untuk melihat langsung perkembangan sehubungan dengan percepatan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Palu. 
FOTO: SUMBER FB HARDY VERGO

Dinas Pendidikan Kota Palu Raih 
SPM Tertinggi di Sulawesi Tengah

SULTENG RAYA-Kota Palu melalui Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) 
Kota Palu berhasil meraih nilai Standar Pela-
yanan Minimal (SPM) pendidikan tertinggi 
di Sulteng dengan nilai 75,31 dengan kategori 
Tuntas Pratama.

yang bekerja sama dengan 
Putera Sampoerna Funda-
tion Jakarta, Pemberin Re-
word 2 miliar bagi Sekolah 
Prestasi yang sudah berjalan 
3 Tahun.

Pemenuhan Sarpras Pen-
didikan, dan Seringnya Kun-
jungan Walikota Palu ke 
setiap sekolah ini membawa 
energi dan semangat Baru 
bagi sekolah.

Selain itu, pemerintah 
juga memberikan kesem-
patan kepada Kepala OPD 
berkreasi dan berinovasi 
untuk Pencapaian Standar 
Pendidikan sesuai dengan 
mekanisme yang berlaku. 
Tidak luput pula seluruh 

pencapaian prestasi para 
siswa dan sekolah.

“Alhamdulillah tahun ini 
Disdikbud Kota Palu kem-
bali meraih prestasi yang 
sangat baik di bidang pen-
didikan dengan meraih nilai 
tertinggi SPM di Sulteng. 
Tentunya capaian ini tidak 
luput dari upaya seluruh 
pihak, baik dari Pemerintah 
Kota Palu, Disdikbud Kota 
Palu, Pengawas, Guru, Ke-
pala Sekolah hingga para 
siswa di sekolah. Makanya 
kami berupaya untuk bisa 
mempertahankan dan me-
ningkatkan prestasi yang 
sudah diraih,” kata Kadis, 
Senin (24/3/2025), dikutip 

dari Filesulawesi.
Kadis menambahkan, 

bahwa dalam meningkat-
kan pencapaian SPM ter-
sebut tidak mudah, karena 
seluruh harus digerakkan 
mulai dari seluruh komuni-
tas belajar, komunitas kepala 
sekolah hingga komunitas 
para guru. Jadi dari komu-
nitas tersebut bisa melaksa-
nakan berbagai pelatihan 
dalam peningkatan kualitas 
pendidikan di sekolah ma-
sing-masing.

“Dalam hal ini kami juga 
bekerja sama dengan BPMP 
Sulteng untuk melihat se-
kolah mana yang memili-
ki rapor pendidikan yang 
rendah. Setelah itu seluruh 
sekolah yang memiliki rapor 
pendidikan yang tinggi 
kami imbas untuk melatih 
seluruh sekolah tersebut 
sehingga mereka juga bisa 
meningkatkan rapor pendi-
dikannya,” terangnya.

Hasil SPM tersebut diraih 
dari hasil Asesmen Nasio-
nal bidang literasi numera-
si, Survei Nasional, Survei 
Lingkungan Belajar, prestasi 
akademik, hingga profil 
sekolah. Dari hasil tersebut 
bisa mendapatkan nilai SPM 
pendidikan dari masing-ma-
sing daerah di Indonesia.

Dikesempatan itu, Kadis 
juga mengucapkan terima 
kasih kepada Pemerintah 
Kota Palu khususnya Wali 
Kota Palu yang terus mem-
berikan dukungan dan ke-
bijakan dalam peningkatan 
pendidikan di Kota Palu. 
Kadis juga mengucapkan 
terima kasih kepada BPMP 
Sulteng yang sangat mem-
bantu dalam menyiapkan 
tempat-tempat untuk pe-
latihan para guru dan me-
lakukan pemetaan rapor 
pendidikan dari Kemendik-
dasmen. *ENG

SULTENG RAYA -Dalam 
rangka menyemarakkan 
dan meningkatkan syiar Is-
lam khususnya dibulan Ra-
madhan, Pimpinan Wilayah 
Persatuan Guru Nahdlatul 
Ulama (PW. PERGUNU) 
Sulawesi Tengah dan Ko-
munitas Dai Nahdliyyin 
(KDN) Kota Palu melaksa-
nakan safari Ramadhan 
pada malam ke-25 Ramad-
han 1446 H.

Safari  Ramadhan i tu  
menyasar 15 Masjid yang 
ada di Kecamatan Ulujadi 
Kota Palu, safari Ramad-
han tersebut dimaksudkan 
untuk menjalin silaturrahim 
dengan ta'mir dan jamaah 
masjid juga sebagai sara-
na untuk menyampaikan 
pesan pesan Ramadhan 
yang sejuk, damai dan ber-
nilai edukatif. 

Ketua PW. PERGUNU 
Sulteng Nasaruddin Kadir, 
S.Ag, M.Si mengatakan Ra-
madhan sebagai bulan yang 
penuh dengan kemuliaan 

dan keutamaan-keutamaan, 
sejatinya menjadi media un-
tuk melakukan edukasi dan 
muhasabah bagi setiap indi-
vidu, sehingga diharapkan 
nilai-nilai Ramadhan ter-
sebut akan terinternalisasi 
dengan baik dalam pribadi 
setiap individu serta terma-
nifestasi dalam kehidupan 
sehari-hari.

Disamping hal tersebut, 
safari Ramadhan ini di-
maksudkan juga untuk 
mensosialisasikan program 
program serta kegiatan 
organisasi baik yang su-
dah dilaksanakan maupun 
yang akan dilaksanakan 
kedepannya, sehingga ke-
beradaan Persatuan Guru 
Nahdlatul Ulama (PERGU-
NU) akan diketahui oleh 
masyarakat secara umum.

"Selain untuk silaturahmi, 
sekaligus  memperkenal-
kan lebih dekat keberad-
aan PERGUNU Sulteng ke 
masyarakat,"ucap Nasarud-
din, Selasa (25/3/2025). *ENG

Safari Ramadhan 
PERGUNU Sulteng Sasar 

15 Majid di Ulujadi

Penetapan tanggal pe-
laksanaan salat Id tersebut 
setelah sebelumnya Pimpi-
nan Pusat (PP) Muhamma-
diyah resmi menetapkan 
awal Ramadan, Syawal, 
dan Zulhijah 1446 Hijriah 
berdasarkan metode hisab 
hakiki wujudul hilal yang 

Kumaini

Unismuh Palu Salat Idul Fitri, Senin 31 Maret 2025
SULTENG RAYA- Universitas Muhamma-
diyah (Unismuh) Palu akan melaksanakan 
Salat Id (Hari Raya Idul Fitri) 1 Syawal 1446 
H di halaman Gedung Rektorat, Jalan Rusdi 
Toana No.1, Talise, Mantikulore, Kota Palu 
tepatnya di Hari Senin (31/3/2025).

dipedomani oleh Majelis 
Tarjih dan Tajdid Muham-
madiyah.

Berdasarkan perhitungan 
tersebut, Hari Raya Idul Fitri 
1 Syawal 1446 H jatuh pada 
Senin, 31 Maret 2025. Kepu-
tusan tersebut disampaikan 
dalam Konferensi Pers Pim-
pinan Pusat Muhamma-
diyah terkait Maklumat NO-
MOR 1/MLWI.OFF12025 
tentang "Penetapan Hasil 
Hisab Ramadan, Syawal, 
dan Zulhijah 1446 H" yang 
dilaksanakan pada Rabu, 12 
Februari 2025.

Dalam penjelasannya, Ij-
timak jelang Syawal 1446 
H terjadi pada Sabtu, 29 
Maret 2025, pukul 17:59:51 
WIB. Pada saat matahari 
terbenam di Yogyakarta, 
hilal belum wujud karena 
masih berada di bawah ufuk 
(-01° 59' 04"). Oleh karena 
itu, bulan  Ramadhan disem-
purnakan menjadi 30 hari 
(istikmal), dan 1 Syawal 1446 
H ditetapkan jatuh pada 
Senin, 31 Maret 2025.

Kumaini, salah seorang 
Panitia Pelaksana Hari Raya 
Idul Fitri 1 Syawal 1446 H 
Unismuh Palu, menyampai-
kan yang bertindak sebagai 
khatib pada pelaksanaan 
Salat Id (Hari Raya Idul 

Fitri) 1 Syawal 1446 H di 
halaman Gedung Rektorat 
Unismuh Palu yakni Sekte-
taris LP2AK Unismuh Palu, 
Gazali, S.H.I., M.M semen-
tara sebagai Imam yakni 
Syahrul Mubarak, S.Pd.

Menurut Kumaini, kam-
pus Unismuh Palu selalu 
melaksanakan salat Id secara 
berjamaah di dalam kam-
pus, baik itu Hari Raya Idul 

Fitri maupun pelaksanaan 
Hari Raya Idul Adha. Setiap 
pelaksanaan salat Id selalu 
dipadati jamaah, baik itu 
mahasiswa, dosen, pega-
wai Unismuh Palu maupun 
masyarakat sekitar Kelura-
han Talise, serta warga per-
serikatan Muhammadiyah.

Biasanya, momentum sa-
lat Id berjamaah seperti itu 
juga kerap kali dimanfaat-

kan oleh pihak kampus 
sebagai ajang silaturrahmi 
antara pihak kampus dan 
masyarakat secara luas. 
“Dengan salat Id seperti 
itu, masyarakat bisa datang 
langsung melihat kondisi 
kampus, sekaligus ini adalah 
ajang promosi kampus dan 
sekaligus silaturrahmi anta-
ra kampus dan masyarakat 
luas,”ujar Kumaini, Kamis 

(25/3/2025).
Kata Kepala KTU BPH 

Unismuh Palu ini, masya-
rakat akademisi (kampus) 
yang kerap kali dinilai oleh 
masyarakat awam sebagai 
warga intelektual kelas atas, 
penilaian seperti itu per-
lu dihilangkan, agar jarak 
masyarakat dengan warga 
akademis tidak terlalu tim-
pang, salah satunya dengan 

cara mendatangkan secara 
tidak langsung  ke dalam 
kampus.

“Dengan sering salat ber-
jamaah seperti itu, maka 
nilai-nilai persaudaraan an-
tara sesama warga, sesama 
anak bangsa akan semakin 
kuat, dan salah satu harapan 
kita memang seperti itu, 
menumbuhkan nilai-nilai 
persaudaraan,”ujarnya. ENG


